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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG
DI KOTA BUKITTINGGI
Oleh : Anggun Lestari Suryamizon
Dibawah Bimbingan : DR. Kurnia Warman, SH. MHum dan Frenadin Adegustara, SH. MS

ABSTRAK

Air sangat penting bagi kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya, karena
tubuh manusia terdiri atas 75 % air. Otak 72,5 % air, darah 82 % air, dan tulang 22 % air.
Di manapun setiap manusia membutuhkan air untuk kehidupan mereka. Untuk memenuhi
kebutuhan hidup, manusia harus meminum minuman yang sehat seperti halnya minuman
yang bersih, terbebas dari kuman, dan higienis. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini,
mencari air bersih memang tidak gampang karena terdapat banyak kekeringan dan
sampah yang megalir di sungai-sungai yang menyebabkan berkurangnya air bersih, dalam
hal ini masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mencari dan memasak air
minum guna dikonsumsi, karena sudah ada teknologi canggih yang bisa mendapatkan air
mineral. Air tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui air minum dalam kemasan
yang telah teruji secara klinis. Dengan harga relatif terjangkau. Pada masyarakat
menengah kebawah, mereka lebih sering menggunakan air minum isi ulang pada depot
air minum yang tersedia, yang belum tentu higienis seperti air mineral dalam kemasan.
Dari hal tersebut diatas, perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan air minum
isi ulang masih kurang. Maka dari itu permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah
(1) Bagaimana perlindungan hukum secara preventif terhadap konsumen air minum isi
ulang di Kota Bukittinggi (2) Bagaimana perlindungan Hukum secara represif di kota
Bukittinggi. Dari rumusan masalah tersebut digunakan metode penelitian yuridis
sosiologi yang menggunakan data primer dan data sekunder dan pengumpulan datanya
menggunakan metode purposive sampling dan dianalisis dengan menggunakan analisis
kualitatif. Dikota Bukittinggi, perlindungan hukum secara preventif terhadap konsumen
air minum isi ulang di kota Bukittinggi dilakukan oleh dinas kesehatan yang dimulai
dengan memeriksa kualitas air minum agar terbebas dari zat kimia dan bakteri dengan
mengeluarkan surat terbebas dari bakteri hingga dinas koperasi perindustrian dan
perdagangan yang melakukakan pengawasan secara eksternal dengan mengawasi
pemasangan alat-alat pada depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi. Kemudian
perlindungan hukum secara represif dilaksanakan dengan melakukan pengawasan
terhadap depot air minum mulai dari pendirian izin usaha hingga surat-surat yang dimiliki
pengusaha dalam pendirian depot. Namun pemerintah kota Bukittinggi baru akan
membentuk BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) pada tahun 2011 ini.
Adapun saran yang diberikan bagi pemerintah kota Bukittinggi, hendaknya ada kerjasama
antara dinas kesehatan Kota Bukittinggi dengan BPPOM dalam pengawasan terhadap
pengusaha depot air minum isi ulang dalam memberikan perlindungan kepada
Konsumen. Karena BPPOM ikut terlibat dalam pengawasan dan pemeriksaan obat dan
makanan di Sumatera Barat.




BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga
tingkat yakni unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat
pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi
politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua,
perjuangan untuk membangun ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya
pada tingkat ketiga tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari
sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-
tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat”.'

Dihubungkan dengan uraian di atas, Indonesia juga menempuh ketiga
tingkat tersebut dalam melindungﬁ kesejahteraan rakyatnya. Negara kita
merupakan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia. Salah satu wujud dari perlindungan negara terhadap
masyarakat, adalah melindungi segenap masyarakat konsumen dengan
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan
Konsumen. “Undang-undang ini bertujuan meningkatkan kesadaran, dan
kemampuan konsumen untuk melindungi diri”.?

Konsumen harus mengetahui cara melindungi dirinya dari hal-hal yang

dapat merugikan haknya yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu produk

! Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, him 3
? Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen




tertentu. Selain itu Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini
mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional
termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap
konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya
yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Dasar
Negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-undang Dasar 1945.

Kepentingan konsumen merupakan titik sentral perhatian konsumen,
karena hampir seluruh kegiatan seorang individu konsumen dengan memeras
otak, dana dan tenaga sepanjang hampir seluruh usianya adalah untuk
memenuhi tanggungjawabnya pada keluarga dan rumah tangga.

Suatu hal yang tidak adil apabila hasil jerih payahnya yang ia peroleh
dengan membanting tulang dan pikiran sima begitu saja karena barang atau
jasa yang ia peroleh tidak bermanfaat karena mutu barang tidak sesuai dengan
informasi yang ia terima yang menyebabkan jatuh sakit atau kehilangan
jiwanya maupun keluarganya.’ Hal ini diatur dalam Bab Il Pasal 2 dan 3 serta
Bab III Pasal 4, 5, 6, dan 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Bab II
mengatur tentang asas dan tujuan dalam perlindungan konsumen di mana
konsumen berhak mendapatkan perlindungan yang berasaskan manfaat,
keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta
mendapatkan kepastian hukum. Selain itu dalam Bab III juga mengedepankan

tentang hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha.

3 A.Z. Nasution. Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan
Konsumen Indonesia, Pustaka sinar harapan, Jakarta, him 165




Selain undang-undang perlindungan konsumen juga ada Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 651/MPP/Kep/10/2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, yang mengatur
syarat-syarat mendirikan depot air minum, proses pengolahan , dan mutu air
minum guna melindungi kepentingan konsumen. Salah satu bentuk dari
perlindungan terhadap konsumen adalah perlindungan bagi konsumen dalam
mengkonsumsi air minum, karena air merupakan sumber kehidupan bagi
manusia, dan merupakan sumber kehidupan untuk kelangsungan hidupnya.

“Air sangat penting bagi kehidupan manusia dalam pemenuhan
kebutuhannya, karena tubuh manusia terdiri atas 75 % air. Otak 72,5 % air,
darah 82 % air, dan tulang 22 % air’.! Di manapun setiap manusia
membutuhkan air untuk kehidupan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan
hidup, manusia harus meminum minuman yang sehat seperti halnya minuman
yang bersih, terbebas dari kuman, dan higienis. Untuk mendapatkan minuman
yang sehat tersebut, masyarakat haruslah memasak air yang berasal dari
sumur, waduk, sungai, atau air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)
hingga mendidih untuk memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, mencari air bersih memang
tidak gampang karena terdapat banyak kekeringan dan sampah yang megalir
di sungai-sungai yang menyebabkan berkurangnya air bersih, dalam hal ini
masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mencari dan

memasak air minum guna dikonsumsi, karena sudah ada teknologi canggih

* Courstesy Harun Yahya




yang bisa mendapatkan air mineral. Air tersebut disalurkan kepada
masyarakat melalui air minum dalam kemasan yang telah teruji secara klinis.
Dengan harga relatif terjangkau. Pada masyarakat menengah kebawah,
mereka lebih sering menggunakan air minum isi ulang pada depot air minum
yang tersedia, yang belum tentu higienis seperti air mineral dalam kemasan.

Akhir-akhir ini di Kota Bukittinggi banyak terdapat depot air minum isi
ulang yang menawarkan jasa pada konsumen untuk mengisi air mineral
dalam galon. Menurut penelitian penulis terdapat 64 depot air minum isi
uvalang yang terdafiar di kantor Perindustrian dan perdagangan di Kota
Bukittinggi. Hal ini dipicu karena kota Bukittinggi merupakan kota wisata,
kota pendidikan dan kota kuliner yang banyak dikunjungi.

Dengan banyaknya orang mengunjungi Kota Bukittinggi, pedagang
makanan atau minuman lebih banyak menggunakan produk air minum isi
ulang dikarenakan praktis dan lebih murah didapat. Harga yang ditawarkan
oleh depot air minum isi ulang ini relatif murah jika dibandingkan dengan
membeli air isi ulang di agen-agen resmi perusahaan air minum dalam
kemasan. Untuk satu galon harga yang harus dibayar berkisar antara Rp.
5.000,- sampai dengan Rp. 6.000,- saja.

Suatu perbandingan yang cukup besar jika harus mengisi di agen resmi
perusahaan air minum dalam kemasan yang harga rata-rata untuk satu
galonnya adalah Rp. 15.000,- sampai Rp. 17.500,- tergantung pada merek air
minum yang dibeli. Alasan ini yang mendorong masyarakat terutama

masyarakat kelas menengah ke bawah untuk lebih memilih mengisi ulang air




minum di depot-depot isi ulang daripada harus membeli di agen resmi yang
harganya relatif mahal.

Satu hal yang kurang mendapat perhatian dari konsumen pemakai air isi
ulang adalah kualitas mutu air minum isi ulang. Terutama mengenai
kandungan air dari agen resmi dengan air isi ulang pada depot air minum isi
ulang, dan keamanan air isi ulang untuk dikonsumsi, serta dampaknya
terhadap kesehatan. Karena hal yang ditemui di lapangan banyak terdapat air
minum isi ulang yang keruh, maupun kotor. Selama ini konsumen tidak
pernah tahu jenis air yang digunakan sebagai air minum isi ulang, apakah air
berasal dari air sumur, atau air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

Standar mutu terhadap air minum isi ulang sudah diatur dalam Pasal 2
Ayat (3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PerV1/2010
menyebutkan bahwa air minum isi ulang harus meliputi persyaratan
bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik.

Pengetahuan konsumen hanya terbatas pada tulisan di spanduk yang
terpasang di depot-depot air minum isi ulang, yang menyatakan bahwa air isi
ulang di depot tersebut steril, terjamin mutunya dan bersertifikat. Hal ini
kemudian didukung dengan peralatan yang digunakan di depot air minum isi
ulang tersebut yang sengaja ditampakkan atau diperlihatkan kepada
konsumen, agar konsumen semakin yakin dengan mutu air isi ulang yang
dibelinya.

Masyarakat kurang memahami secara baik arti dari standar mutu dan

keamanan pangan. Dalam memilih suatu barang yang akan dikonsumsi




mereka cenderung lebih memperhatikan harga barang terlebih dahulu, baru
kemudian memperhatikan mutu. Hal yang demikian itu memungkinkan
terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di dalam
memproduksi dan mengedarkan produk makanan dan minuman, yang
meliputi penyalahgunaan bahan (bahan baku, bahan tambahan dan bahan
pembantu), peralatan dan teknologi di dalam proses produksi, Qi samping
tidak memenuhi standar mutu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan
kesehatan bagi konsumen dan/ atau keamanan lingkungan.

Kedudukan konsumen dari sudut sosial, ekonomi/ keuangan dan hukum
masih sangat lemah. Hal tersebut mengakibatkan kedudukan konsumcn
dengan pelaku usaha tidak scimbang dan konsumen berada pada posisi yang
lemah. “Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan
yang secbesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai cara penjualan
yang dapat merugikan konsumen”.’

Banyak kasus mengenai air minum isi ulang, “seperti adanya mikroba
dan bakteri yang akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
produsen air minum isi ulang. Apalagi akhir-akhir ini ditcmukan bakteri £
coli yang dapat merusak citra air minum isi ulang”® Air minum isi ulang
yang tidak dapat dilakukan pemantauan sctiap harinya. Keadaan scperti inilah
yang dapat merugikan pelaku usaha di bidang produksi air minum isi ulang,

hal ini terjadi manakala produsen air minum isi ulang menggunakan kemasan

¥ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, [fukum Perindungan Konsumen, Penerbit: P'L. Raja Gralindo Persada,

Jakarta, 2004, him 37.
hitp:/Awww.airminumisiulang.conVnews/44/penemuan_bakteri_e_coli_rusak_citra_air_minum_isi
_ulang. diakscs tanggal 19 Januari 2009




yang sama dengan produksi air minum dalam kemasan yang sudah terjamin
mutu dan kualitasnya.

Dari banyaknya kasus tersebut perlu adanya perlindungan hukum bagi
konsumen air minum isi ulang. Karena perlindungan hukum ini sangat
berpengaruh untuk memberikan rasa aman kepada konsumen yang merasa
hak-haknya dirugikan.

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan RI
No.23Men.Kes/SK/I/1978 tanggal 24 Januari 1978 mengatur tentang Cara
Produksi Makanan yang baik. Pada proses produksi air minum dalam
kemasan akan melalui 3 proses, yaitu: penyaringan yang dimaksudkan untuk
menghilangkan kotoran dan bau yang terkandung dalam air, desinfeksi untuk
menghilangkan sebagian besar mikroba dan membunuh bakteri dalam air, dan
pengisian merupakan tahap akhir berupa pengemasan air yang telah diproses.

Tiga tahap dalam proses air minum dalam kemasan seharusnya
diterapkan juga dalam proses air minum isi ulang. Akan tetapi selama ini
masyarakat sendiri belum mengetahui bagaimana proses produksi air minum
isi ulang itu sendiri. Sekalipun usaha depot air minum isi ulang biasanya
merupakan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang modal dan produksinya
lebih terbatas namun, bukan berarti mercka dapat memproduksi air minum isi
ulang tanpa harus memperhatikan keamanan pangan bagi konsumen.

Tidak hanya proses dalam produksi air minum isi ulang, namun izin
dalam mendirikan depot air minum haruslah didapatkan untuk melindungi

kepentingan konsumen. Dengan kata lain depot air minum wajib memiliki




Tanda daftar Industri dan tanda Daftar Usaha Perdagangan. “Depot air minum
juga wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari
laboratorium pemeriksaan kualitas air yang diunjuk oleh pemerintah kota
yang terakreditasi”.” “Air minum isi ulang yang ditemui dalam penelitian
sementara menggunakan proses hyperﬁtrasi”s yang menggunakan system
ozonisasi’ dan menggunakan sinar ultraviolet.

Selama ini kota Bukittinggi belum memiliki peraturan yang mengatur
tentang depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi. Meskipun demikian
didalam syarat pendirian suatu depot air minum harus mengacu kepeda
Undang-undang keschatan dan Keputusan Menteri Perindag Nomor
651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknis Depot Air Minum dan
Perdagangannya.

Sekiranya konsumen menderita  kerugian  yang diakibatkan
mengkonsumsi air minum isi ulang maka, yang akan digunakan untuk
melindungi dan menjamin hak-hak konsumen adalah Undang-Undang No. 8
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindag,
Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum
dan Perdagangannya, dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

736/MENKES/PerV1/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air

7 Pasal 2 ayat (3) Kcputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R Nomor 65 1/MPP/Kep/10/2004

¥ Proses yang menggunakan penyaringan yang terakhir diantara tahap penyaringan air minum isi ulang yang
dimulai dengan penyaringan-penyaringan partikel, penyaringan micro, penyaringan ultra, dan penyaringan
nano. Penyaringan terakhir dari 4 tahapan tersebut dinamakan tahap fyper filtrasion yang menyempurmnakan
penyaringan air minum. Diakses di hitp\\www. Reverse Osmosis.htm tanggal 17 Januari 2011 Pukul 20.00
Wib

? Proses pemberian ozon pada air bersih dengan tujuan meningkatkan kualitas air dimana ozon merupakan
bahan oksidasi yang membutubkan waktu yang lebih cepat daripada penggunaan chiorine, diakses dari
hitp;//www.sistem-ozonasi-air-bersih.himl tanggal 17 januari 2011 pukul 20.15 wib




Minum. Keberadaan produk hukum tersebut diatas berfungsi sebagai sarana
untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat yang bersangkutan.
Dengan latar belakang sebagaimana terurai di atas maka penulis tertarik
untuk mengangkatnya dalam suatu karya ilmiah, berbentuk tesis dengan judul
“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kota
Bukittinggi”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka
permasalahan dalam penelitian hukum ini akan diarahkan pada penerapan
hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu pertanyaan yang muncul
dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum secara preventif terhadap konsumen
air minum isi ulang di Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum secara represif terhadap konsumen
atas produk air minum isi ulang di Kota Bukittinggi ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dalam penulisan ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas
adalah:
I. Mengungkapkan perlindungan hukum secara preventif terhadap
konsumen air minum isi ulang di kota Bukittinggi
2. Mengungkapkan perlindungan hukum secara represif terhadap

konsumen atas produk air minum isi ulang di kota Bukittinggi




D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi ilmu
pengetahuan dan teknologi terutama di dalam ilmu hukum khususnya
hukum perlindungan konsumen ataupun terhadap beberapa ilmu terkait
lainnya.
2. Manfaat Praktis
Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pelaku usaha, produsen,
distributor, instansi/ lembaga yang berwenang dan masyarakat terkait
dengan keamanan produk air minum isi ulang yang sesuai dengan
persyaratan tertentu di dalam peraturan perundang-undangan.
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual
1. Kerangka Teoritis
Hukum (perlindungan) konsumen merupakan cabang hukum yang baru,
namun bercorak universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum
asing, namun kalau kita teliti dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia
ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu. “Perkembangan
hukum konsumen di dunia bermula dari adanya gerakkan perlindungan
konsumen (consumers movement)”. '°
Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang
menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi

barang dan dan jasa mencuat kepermukaan sebagai keprihatinan nasional

10 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo Jakarta, 2000, hal 67
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yang tidak kunjung mendapatkan perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi
para konsumen. Sejak GBHN 1983 istilah konsumen sudah dikenal
didalamnya. Dalam GBHN 1983 ini disebutkan pembangunan nasional pada
umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya harus menguntungkan
konsumen. Selanjutnya dalam GBHN kembali disebutkan bahwa
pembangunan ekonomi yang dilakukan di Indonesia harus menjamin
kepentingan konsumen.

Demikian pula dalam GBHN 1993 yang menyatakan pembangunan
ekonomi harus melindungi kepentingan konsumen. “Menurut Shidarta, istilah
menguntungkan, menjamin kepentingan, dan melindungi kepentingan pada
hakikatnya merupakan rumusan yang sangat abstrak dan normative™."
“Malah Abdul Hakim GN mengemukakan kebenarannya mengapa masalah
perlindungan konsumen yang jelas menyangkut hajat hidup orang banyak
kurang mendapatkan perhatian™'?,

Menurut Durkheim, dasar dari jenis hukum adalah solidaritas sosial yang
disebutnya dengan solidaritas mekanik. Hal ini ditimbulkan dari kesamaan
yang mengaitkan individu dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat yang
seperti ini terdapat kesamaan antara masyarakat mengenai kebutuhan-

kebutuhan, perilaku, kepercayaan dan sikap."” Jadi dalam masyarakat yang

melakukan jual beli seperti jual beli air minum isi ulang, dalam masyarakat

" Ibid
12 Abdul Hakim GN, Politik Hukum Indonesia, Jakarta, yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia 1988, hal

13 Satjipto Rahardjo, /lmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 289
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tersebut sudah terkait dengan kebutuhannya dimana penjual air butuh uang
darihasil penjualannya dan si pembeli butuh air minum untuk kehidupannya.

Begitu juga dengan perilaku, keperacayaan sikap yang dimiliki penjual
dan pembeli air minum mengakibatkan jual beli tersebut berlangsung. Selain
itu, Roscoe Pound memiliki pemikiran dimana ia mengembangkan daftar
suatu kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang dibaginya
menjadi tiga golongan, yaitu kepentingan umum, sosial dan perorangan.
Kedalam kepentingan sosial meliputi:

1) Keamanan umum;

2) Keamanan institusi- institusi sosial

3) Moral umum

4) Pengamanan sumber-sumber daya sosial
5) Kemajuan sosial

6) Kehidupan "*

Dari pernyataan Roscoe Pound, kepentingan-kepentingan yang meliputi
keamanan hingga kehidupan dalam masyarakat telah menjadi perlindungan
bagi masyarakat.

a. Teori keadilan

Jhon Stuart Mill, mengemukakan bahwa keadilan bersumber pada naluri
manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri
sendiri, maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan

keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya

atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu. Hakikat

' Ibid, hal 299
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keadilan, dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang sangat
hakiki bagi kesejahteraan umat manusia (Bodenheimer, 1974;86)".

Sedangkan menurut Roscoe Pound, keadilan dikonsepkan sebagai hasil-
hasil konkrit yang bias diberikan kepada masyarakat. Dimana menurut
Roscoe Pound, bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan
kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-
kecilnya, maka akan semakin efektif menghindari pembenturan antara
manusia.'®

Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia telah memberikan keadilan
kepada rakyatnya dengan munculnya Undang-undang no 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen yang menjamin hak-hak konsumen, sehingga
dapat mencegah terjadinya kerusakan yang akan diderita masyarakat.

b. Teori Kepastian Hukum

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan
keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun
organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh
atruran hukum. “Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran
yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia
adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia adalah makhluk yang beringas
yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir suatu pedoman untuk

menghindari jatuhnya korban™.' !

15 5
fbid hal, 271
16 Yahya A.Z, Untuk Hukum dan Keadilan, artikel di www.hukumonline.com diakses tanggal 18 januari 2011
pukul 18.00 wib
" Yance Arizona, Apa itu kepastian Hukum, tag 13 April 2008
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Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang
hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya. Hukum perlindungan
konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Hukum
konsumen, yaitu keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur
hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan
barang dan jasa konsumen didalam pergaulan hidup.

Berarti hukum perlindungan konsumen memuat asas dan kaidah yang
mengatur serta mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.
Dimana perlindungan konsumen adalah scgala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.'®

Dalam era globalisasi scperti sekarang ini yang ditandai dengan saling
ketergantungannya antara Negara satu dengan Negara lain, pembentukkan
hukum nasional yang baru perlu memperhatikan dimensi internasional,
Indonesia dituntut membentuk hukum nasional yang harus mampu berperan
dalam memperlancar lalu lintas hukum ditingkat internasional.'” Salah satu
lembaga hukum yang berdimensi internasional yang perlu diperhatikan dalam
revisi maupun pembentukkan hukum ckonomi internasional adalah
tanggungjawab produk (product Liability) ™

Menurut Johannes Gunawan, tujuan utama dari dunia hukum
memperkenalkan product Liability adalah memberikan perlindungan kepada

konsumen agar terdapat beban resiko yang adil antara produsen dan

' pasal | ayat (1) Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

' ).Widijantoro, Product Liabilitydan perlindungan konsumen di Indonesia, Justisia cx Pax, Juli-Agustus,
1998. hal S dikutip dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti,l ukum Perfindungan Konsuruen, sinar prafika, 2008 hai
98

** ibid




konsumen®'. Adapun Agnes M. Toar mengartikan bahwa tanggungjawab para
produsen untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran yang
menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena barang yang melekat pada
produk tersebut. Hal ini sangat melekat terhadap perlindungan konsumen z;ir
minum isi ulang dimana konsumen berhak mendapatkan perlindungan
terhadap airyang akan digunakannya dalam kehidupan.

c. Teori Perlindungan Hukum

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasamya mempunyai
pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.
Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman atau dasar bagi perbuatan atau sikap
yang dianggap sesuai yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian.

Menurut R. Soeroso SH, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat
oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan
bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta
mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang
melanggarnya.”> Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti
pelaksanaan perundang-undang semata, tetapi penegakan supremasi hukum
merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara melaksanakan
tugas pemerintahan secara umum dalam pembangunan di berbagai bidang,

termasuk di bidang perlindungan hak-hak konsumen.

2! Celina Tri Siwi Kristiyanti, Jot.cit, hal 100
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hitp://www.prasxo.co.cc/201 1/02/pengertian-perlindungan-hukum.html diakses tgl 6 Maret

Pukul 17.20 Wib
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Ketika aparat gagal memberikan perlindungan terhadap hak-hak
konsumen, maka ini sebenarnya dapat dijadikan indikasi kegagalan
membangun pemerintahan yang kuat perlindungan hukum merupakan suatu
perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk pt.:rangkat
hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang
tertulis maupun tidak tertulis.

-Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari
fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu
keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.”> Hal ini sangat
diperlukan dalam melindungi konsumen air minum isi ulang agar tercapainya
keadilan dan kemanfaatan dan rasa aman terhadap konsumen dalam
mengkonsumsi air minum isi ulang.

2. Kerangka Konseptual

Penulisan ini menggunakan berbagai istilah, dan untuk mengatasi
berbagai kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah itu, dibawah
ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut :

1)  Perlindungan Hukum adalah perlindungan dimana segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan
hukum kepada konsumen?*. Perlindungan konsumen merupakan suatu
hal yang cukup baru dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia, meskipun himbauan mengenai perlunya peraturan

perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut

 hitp://my.opera.com/Prasko/blog/index.dml/tag/Definisi%20Perlindungan%20Hukum
24 Ahmad Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, hal 1
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2)

sudah diberitahukan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak adanya
perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam
tingkat yang rendah dalam menghadapi pelaku usaha, tidak adanya
alternative yang diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia
umum dalam industri usaha Indonesia.”’

Konsumen,menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada
konsusmen. sedangkan menurut A. Z. Nasution, dalam bukunya yang
berjudul konsumen dan hukum menyatakan bahwa konsumen yaitu
setiap pengguna barang dan jasa untuk kebutuhan diri sendiri,
keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/
jasa lain atau memperdagangkannya kembali.”® Adapun yang
dimaksud dengan “setiap orang” disini mencakup orang alamiah dan
orang hukum. Kata “mendapatkan” mengandung arti bahwa barang
jasa tersebut diperoleh melalui transaksi konsumen, tidak saja
berdasarkan hubungan hukum (Seperti jual beli, sewa menyewa dan
sebagainya. Tetapi juga memungkinkan dengan cara pemakaian
sumbangan atau hadiah. Kata “yang sah” berarti barang/jasa yang
diperoleh melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau tidak melawan hukum. Kata

25 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2001 hal 1,

26 A7 Nasution, SH, Konsumen dan Hukum Tinjauan social, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan
Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 37
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“kegunaan tertentu” memberikan tolak ukur pembeda antara berbagai
konsumen. Pengertian yang lebih konkrit yang terdapat dalam UU No
8 Tahun 1999 mengenai konsumen adalah setiap orang pemakai
barang dan atauw/ jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi
kepentingan sendiri,keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperadagangkan.

3)  Standar Mutu Air Minum, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan
hasil uji laboratorium yang sudah ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor 736/MENKES/PerV1/2010 tentang Tata
Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

4)  Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat
kesehatan dan dapat langsung diminum.”” Air yang merupakan produk
konsumsi langsung dan menjadi salah satu kebutuhan vital bagi
manusia sehingga mutu air minum yang dihasilkan harus memenuhi
persyaratan mutu dariaspek kesehatan.

§)  Air minum isi ulang adalah air yang sudah diolah yang berasal dari
mata air, yang telah melewati tahapan dalam membersihkan
kandungan air nya dari segala kuman dan bakteri yang terkandung
didalamnya tanpa harus dimasak ( cara tradisional), sehingga air

tersebut dapat langsung diminum, dan hal ini dapat dilakukan secara

27 pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2005 Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum
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terus menerus, mengapa dinamakan air minum isi ulang (AMIU)
karena konsumen yang mengkonsumsi air yang telah melalui proses
ini biasanya menggunakan Galon air dari beberapa merk, sehingga
dinamakan air isi ulang.”® B
3. Metode Penelitian
1.  Tipe Pendekatan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini merupakan penelitian
hukum yuridis sosiologis.””  Penelitian ini menggunakan data sekunder
sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau
data lapangan.®
Menurut Rony Hanitijo Soemitro dalam bukunya Metode Penelitian
Hukum, Oleh Soejono dan H. Abdurrahman, penelitian hukum ini adalah
penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.”
Penelitian hukum sosiologis yuridis ini merupakan penelitian dibidang
hukum yang diperkaya dengan kemungkinan semua metode-metode dan
teknik-teknik yang lazim dipergunakan didalam penelitian ilmu-ilmu
sosial.*? Selain itu hal ini juga pertautan antara hukum dengan pranata-

pranata sosial.*®

yahoo.com/question/index?qid=20100613214301AALccHj di akses tanggal 08 Januari
2011 pukul 11.30 Wib
29 penelitian hukum yuridis sosiologis yakni penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai pranata social yang
secara riil dikaitkan dengan variable-veriabel social yang lain, dalam Amiruddin dan zainal Asikin, 2006
Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 133.

** Ibid, hal 133

3! Data primer merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disamping
ada penelitian hukum sosiologis atau empiris

32 Soejono, dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka cipta, Jakarta him56

%3 Ibid, him 57
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2.  Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif .
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yanng
menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai perlindungan hukun; t.efnadap
konsumen di Kota Bukittinggi.
3. Sumber dan Jenis Data
a. Sumber Data
Dalam penelitian ini digunakan data yang terdiri dari :

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan, data ini
diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan konsumen
air minum isi ulang, pemilik depot air minum, dan dinas
kesehatan.

2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan antara lain berasal dari peraturan-peraturan dan
ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.

b. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan
hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer
Yaitu berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat
seperti Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen, Keputusan menteri kesehatan nomor,

736/MENKES/Per V1//2010 tentang Tata Laksana Pengawasan
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Kualitas Air Minum, keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang persyaratan teknis
Depot air minum dan perdagannnya, serta peraturan perundang-
undangan  lainnya yang dianggap erat kz;it‘:mnya dengan
penyelesaian sengketa konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitan ini
adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan primer dan
isinya tidak mengikat yang berguna membantu serta mendukung
analisa terhadap bahan hukum primer tersebut, yaitu berupa
literature bahan hukum lain yang dipublikasi dalam bentuk
pedoman, buku, jurnal, makalah, diktat dan karya tulis lainnya
yang mendukung penelitian ini

3) Bahan Hukum Tersier
Berupa bahan yang sifatnya melengkapi atau bahan hukum yang
dapat memberikan informasi serta penjelasan dan sifatnya
melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel,
ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek atau manusia (dapat juga

berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang
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sama’’ yang berhak menjadi responden atau sumber data, dalam
penelitian ini yang menjadi populasinya adalah konsumen produk air
minum isi ulang di Kota Bukittinggi. Dimana jumlah produk air
minum isi ulang di kota Bukittinggi totalnya-ﬁ;i depot air minum isi
ulang diantaranya 44 yang terdaftar pada perindagkop dan 20 lainnya
tidak terdaftar.
b. Sampel
Sampel adalah bagian yang mewakili populasi itu sendiri, yang
diperoleh dari responden yang diwawancarai dengan menggunakan
metode purposive sampling yaitu sampel dapat diambil berdasarkan
pemilihan sekelompok subjek atas cirri-ciri atau sifat-sifat tertentu
yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan cirri-ciri
atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel yang
diambil adalah air dari depot air minum isi ulang yang memiliki izin
dan yang tidak memiliki izin, dan konsumen dari masing-masing
depot air minum isi ulang tersebut dengan cara mewawancarai
konsumen yang membeli air minum pada depot yang diteliti.
¢. Wawancara

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.’> Wawancara,

yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada

3 Amiruddin, dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
2004, hal 96
35 Buhan Ashshofa, , Metode Penelitian Hukum, Rhineka Cipta, Jakarta.hlm 95
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responden dan informan, dalam hal ini adalah konsumen dan pihak-
pihak pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan
Kota Bukittinggi dan Dinas KPT Kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaan
wawancara. ini dibuat suatu daftar pert:;l.nifaan sebagai pedoman dalam
melakukan wawancara yang telah disusun sesuai dengan tujuan
penelitian.

Daftar pertanyaan (kuesioner), dimana penulis menyusun pertanyaan-
pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Pertanyaan yang
diajukan adalah pertanyaan tertutup (closed question), yaitu suatu
pertanyaan yang sudah disediakan jawabannya. Dalam proses
pengumpulan data tersebut, instrumen atau alat yang digunakan adalah
pedoman wawancara, kuesioner atau daftar pertanyaan, dan alat bantu
lain yang mendukung, seperti alat-alat tulis.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
1) Editing, yaitu proses pengecekan kembali terhadap catatan-catatan,
berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan untuk menjamin
apakah data tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan atau
belum sesuai dengan kenyataan. Membetulkan jawaban yang
kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap

atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan jawaban
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yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan
sempurnanya jawaban rcsponden.x'

2) Coding, yaitu suatu usaha mengklasifikasikan jawaban responden
berdasarkan macam-macamr;yﬁ. Aktivitas ini sudah memasuki
tahap pengorganisasian data karena kegunaannya adalah
memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai kategori
masing-masing. Tujuan pemberian kode-kode tiada lain adalah
untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan.”’

b. Analisis Data

Setelah memperoleh data sekunder melalui penelitian
kepustakaan dan data Primer melalui penelitian lapangan, maka data
~tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif, yang nantinya akan
dikumpulkan menjadi suatu uraian yang bersifat deskriptif guna
menjawab semua permasalahan. Maksudnya, analisis dilakukan bukan
dengan angka-angka melainkan dengan cara memberikan penilaian
terhadap data berdasarkan perundang-undangan yang ada maupun
pendapat para ahli dan logika, sehingga dapat diperoleh kesimpulan

akhir yang relevan.

3 Bambang Waluyo, , Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 73
*" Ibid, him 73

24




F. Sistematika Penulisan
BABI PENDAHULUAN
Yaitu membahas tentang latar belakang permasalahan yang
menjadi judul skripsi .in-i, perumusan masalah, tujuan penelitian,
metode penelitian, serta sistematika penulisannya.
BABII TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian
perlindungan konsumen dan pengaturannya, asas dan tujuan
perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan
kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, dan
peraturan tentang standarisasi mutu pada produk air minum isi
ulang.

BAB III GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN DEPOT AIR

MINUM ISI ULANG DI KOTA BUKITTINGGI
Bab ini berisikan pembahasan mengenai gambaran secara umum
mengenai perkembangan depot air minum isi ulang di kota
Bukittinggi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM SECARA PREVENTIF BAGI

KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA BUKITTINGGI
Bab ini berisikan bentuk perlindungan hukum yang diberikan
kepada konsumen mulai dari pengurusan izin untuk membuka

usaha hingga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.
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BAB V

BAB VI

PERLINDUNGAN HUKUM SECARA REPRESIF BAGI
KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA
BUKITTINGGI

Bab ini berisikaln -tcntang perlindungan hukum secara represif bagi
konsumen air minum isi ulang di kota Bukittinggi yang mana
perlindungan ini berupa teguran dari pemerintah ddsecara
administrative.

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, penulis akan menarik kesimpulan
dan memberikan saran-saran yang penulis peroleh dari uraian dan
keterangan-keterangan yang penulis dapat selama pembuatan tesis

ini.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Undang-
undang
Negara Republik Indonesia adalah menganut konsep negara hukum baik
formal maupun secara material (konsepsi welfarestaat) atau faham negara
kesejahetraan. Implikasi dianutnya faham tersebut, bahwa setiap penggunaan
kekuasaan dan kewenangan oleh administrasi negara haruslah berpijak dan
berientasi kepada hukum dan kemakmuran. Dengan demikian eksistensi suatu
negara yang disebut sebagai negara hukum (rechtsstaat) antara lain tercermin
dari beberapa hal, yang umumnya disebut sebagai ciri negara hukum. Hal
tersebut terdapat di dalam Amandemen UUD 1945, yaitu: 1) ;Adanya jaminan
terhadap hak asasi manusia (dan warga negara), 2) Adanya pembagian
kekuasaan dalam negara, 3) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya harus mendasarkan atas hukum, baik tertulis maupun tidak
tertulis, dan 4) Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Dalam kerangka hukum administrasi, ciri-ciri negara hukum tersebut
mempunyai keterkaitan yang erat dengan hukum mengenai kekuasaan
pemerintah, hukum mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan ‘
pemerintahan, hukum mengenai organisasi pemerintahan dan hukum 1

mengenai perlindungan hukum bagi rakyat. Dengan demikian tindakan
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pemerintah yang harus didasarkan pada ketentutan hukum yang berlaku
sebagai ciri negara hukum, juga harus dapat memberikan perlindungan
hukum bagi kepentingan rakyat seffingga kepentingan rakyat tidak dengan
sendirinya h;ar;:s dikorbankan apabila terjadi benturan-benturan sebagai akibat
adanya tindakan pemerintah atau pihak yang lebih kuat dan dominan.
Perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibedakan atas perlindungan
hukum yang preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan
hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan
keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat
bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan
hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.®®
Dalam pasal 1 angka 1 UU perlindungan konsumen, dinyatakan bahwa
yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah: “Segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum
kepada konsumen...” Rumusan ini cukup memadai dengan adanya kalimat
“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum,” di mana kalimat
tersebut diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-
wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan
konsumen.” Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU ini disebut sebagai

UU Perlindungan Konsumen, akan tetapi bukan berarti kepentingan pelaku

45 Philipus M. Hadjon, , Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina limu, Surabaya, 1987,
him 2.
** Ibid. him 1.
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usaha menjadi terabaikan. Di samping itu juga perlu ditekankan bahwa
perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Kon-su}nen (UUPK) adalah merupakan suatu upaya untuk memberikan
perlindungan konsumen dalam aktivitas bisnis yang terjadi di pasar dengan
para pelaku usaha. Seperti disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1999 menyatakan “Perlindungan Konsumen adalah Segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen.

Kendati tujuan utama Undang-undang Perlindungan Konsumen, seperti
terlihat dalam Pasal 3, untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan
konsumen, namun bukan hendak mematikan aktivitas usaha dari pelaku
usaha. Justru sebaliknya perli ndungan konsumen dapat mendorong iklim
berusaha secara sehat untuk mendorong lahirnya perusahaan yang tanggung
dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang
berkualitas.

Lebih jauh lagi, Undang-undang Perlindungan Konsumen hendak
mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku
usaha, untuk meninggikan harkat dan martabatnya, konsumen perlu
meningkatkan kesadaran pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan
kemandirian untuk melindungi dirinya, sedangkan pelaku usaha harus
menumbuh kembangkan sikap yang bertanggungjawab. Pelaku usaha harus

menyadari bahwa keberadaan produk mereka baru memiliki makna di tengah-
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tcngah kebedaraan konsumen dan scbaliknya juga konsumen sangat
membutuhkan produk yang dijajakan pelaku usaha dalam memenuhi
kebutuhan schari-hari.

Dalam mengimplementasikan keseimbangan perlindungan tadi, Undang-
undang Perlindungan Konsumen tclah memberi aturan mengenai hak dan
Kewajiban, baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha. Hak dan
Kewajiban ini diatur pada Pasal 4 dan 5 bagi konsumen dan Pasal 6 dan 7
bagi pelaku usaha.

Materi muatan Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur
segi-segi pokok yang bersifat mendasar terhadap perlindungan konsumen,
pelaku usaha harus senantiasa berperilaku sesuai dengan ketentuan yvang
tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan segala
konsekwensi yuridis yang akan ditcrima bila aktivitasnya membawa kerugian
bagi konsumen. Bahkan bila dilihat secara cermat ketcntuan yang tcrdapat
dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Icbih dominan mengatur
perilaku dari pelaku usaha dengan tujuan agar tumbuh sikap yang jujur,
transparans dan bertanggungjawab dalam berusaha. Perilaku ini diharapkan
membawa implikasi kcpada terciptanya perlindungan konsumen yang
mengandung kepastian hukum serta keterbukaan informasi.

Dalam konteks ini Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memuat
larangan-larangan bagi pclaku usaha (Pasal 8-17) dan sekaligus tanggung
jawab pelaku usaha (Pasal 19-28). Selain itu Undang-undang Perlindungan

Konsumen juga telah memberi aturan mengenai larangan pencantuman




klausula baku yang merugikan konsumen (Pasal 18). Kesemua aturan itu
tiada lain untuk memperteguh komitmen terhadap usaha pemberian
perlindungan konsumen. Karena itu ada yang berpendapat, esensi Undang-
undang Perlindungan Konsumen adalah mengatur perilaku pelaku usaha
dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum.

Dengan demikian perlindungan terhadap konsumen merupakan sebuah
keharusan, mengingat perkembangan perekonomian khususnya industriaiisasi
dan perdagangan nasional telah memasuki era globalisasi. Perkembangan ini
merupakan perangsang semangat dalam menyebarkan ide perlindungan
konsumen di Indonesia.

Jadi, kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan konsumen mcrupakan darah scgar dalam kerangka penguatan
kelembagaan hukum perlindungan konsumen. Dengan kepastian hukum yang
jelas dan tegas pelaku usaha akan semakin berhati-hati dalam memproduksi
barang dan/jasa, schingga sccara langsung dapat memberikan perlindungan
neeventif terhadap konsumen'.

Ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. & Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen memberikan batasan vang iebih iengkap. yaiw
bahwa: “konsumen adalah setiap orang pcmakai barang dan atau/ jasa yang
terscdia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain

maupun makhiuk hidup lain dan tidak diperdagangkan “di dalam istilah

*_Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. 1999, Hukum tentang Pedlindungan Konsumica,
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. Didik 3. Rachibini, Periindungan ronsumen di dalaim Sistewinl BROnOin yang

modercn, Jpuspa Swarsa, Jakarta, Hal. 11
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ekonomi dikenal istilah konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen
antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari
proses produksi dari produk lainnya. Sedangkan konsumen akhir adalah
pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, di dalam undang-undang
sebagian konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir.

Dari berbagai studi yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan
konsumen diperolch batasan tentang konsumen (akhir) antara lain :**

1.  Pemakai akhir dari barang ,digunakan untuk keperluan sendiri atau
orang lain dan untuk dipcrjual-belikan.

2. Pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi
keperluan sendiri atau keluarganya atau diperdagangkan kembali.

3. Sctiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai
dan tidak untuk diperdagangkan.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen menggolongkan produk
atas “barang” dan “jasa”. Dalam pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa “barang
adalah sctiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang
bergerak maupun tidak 'bergcrak. dapat dihabiskan maupun yang tidak
dihabiskan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan olch konsumen™.

Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa hukum konsumen adalah
keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan
dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang
dan/ atau jasa konsumen di dalam pergautan hidup.”

Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata yang paling

banyak digunakan atau berkaitan dengan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum

2 A 7 Nasution. SH_ ihid him 71
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mengenai masalah konsumen adalah Buku ketiga KUHPerdata mengenai
perikatan dan buku keempat mengenai pembuktian dan daluarsa. Buku ketiga
memuat berbagai hubungan hukum konsumen, di mana hubungan perikatan
yang terjadi berdasarkan suatu perjanjian maupun yang lahir karena undang-
undang (Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Hubungan
hukum konsumen tersebut adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu
atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum).

Konsumen selalu diposisikan sebagai pihak yang lemah, padahal
sesumgguhnya seorang pengusaha sangat tergantung pada konsumen. Oleh
karena itu, melihat begitu banyaknya pelanggaran terhadap konsumen yang
dilakukan oleh pelaku usaha maka para pihak yang selalu gigih
memperjuangkan hak-hak konsumen mendesak pemerintah untuk membuat
undang-undang yang dapat melindungi hak-hak konsumen.

Setelah sckian lama, akhimya Undng-Undang Perlindungan Konsumen
No.8 Tahun 1999 disahkan. Sedangkan mengenai depot air minum telah
diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Keschatan Republik
Indonesia No. 736/MENKES/PerV1/2010 tentang Tata laksana Pengawasan
Kualitas Air Minum dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan
Republik Indonesia No.651/MPP/Kep/10/2004 mengenai persyaratan teknis
depot air minum dan perdagangannya.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang perlindungan konsumen, terlebih
dahulu perlu diketahui batasan pengertian tentang konsumen dan pclaku

usaha. Sebenarnya istilah konsumen diambil dari kosakata asing, salah




satunya dari bahasa Inggris, yaitu "consumer” yang diartikan sebagai fawan
dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang-barang. -

Selanjutnya dalam pasal 1 angka | UU Perlindungan Konsumen
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah: “Konsumen
adalah setiap pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 6 (enam)
unsur utama yang membentuk pengertian konsumen tersebut antara lain:

1. Setiap Orang

Orang di sini Subjek Hukum yang berstatus sebagai pemakai
barang dan/ atau jasa, yaitu orang individu (Natuurlijke Persoon) dan
badan hukum (Recht Persoon).

2. Pemakai.

Yang dimaksud dengan pemakai sebagaimana ditekankan oleh
penjelasan pasal 1 angka (2) UUPK pemakai di sini adalah konsumen
akhir (ultimate consumer).

3. Barang dan/ atau Jasa

Barang dimaksud dapat berupa benda berwujud dan benda tidak
berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda yang
dapat dihabiskan maupun benda yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat

untuk diperdagangkan, dipergunakan, atau dapat dimanfaatkan oleh

“* Celina, tri Siwi Kristiyanti, SH. M.Hum. Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika,
Jakarta, 2008, him. 27.
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konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang
berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk
dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Yang Tersedia Dalam Masyarakat.
Barang dan/ atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat itu
sudah harus ada tersedia di pasaran.
5.Bagi Kepentingan Sendiri, Keluarga, Orang Lain dan Makhluk Hidup
lainnya. I
Hal ini dilakukan untuk mencoba memperluas pengertian
kepentingan, kepentingan dimaksud tidak sekedar ditujukan untuk diri
sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/ atau jasa itu dipergunakan
bagi orang lain di luar dirinya, bahkan untuk makhluk hidup lainnya
seperti tumbuh-tumbuhan.
6. Barang dan/ atau Jasa itu Tidak Untuk Diperdagangkan
Hal ini kembali mempertegas bahwa yang dimaksud konsumen di
sini adalah hanya konsumen akhir.
Penjelasan Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa
di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara.
Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari atau produk,
sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu
produk sebagai bagian dari proses produksi dari produksi lainnya. Jadi

pengertian konsumen dalam pasal ini adalah konsumen akhir.
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Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan

bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah:
“ Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah badan hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.”*

Pengertian pelaku usaha dalam pasal di atas cukup luas karena meliputi
grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya.'® Cakupan luasnya pengertian
pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut memil.iki
persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama
negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah:
pembuat produk jadi (Finished Product); penghasil bahan baku; pembuat
suku cadang; setiap orang yang merupakan dirinya sebagai produsen, dengan
jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang
membedakan dengan produksi asli, pada produk tertentu, importir suatu
produk dengan maksud untuk dijual-belikan, disewakan, disewagunakan
(Leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok
(Supplier), dalam hal identitas dari produsen/ importir tidak dapat
ditentukan.’

Pada saat ini diperlukan adanya suatu sistim hukum yang dapat

memberikan perlindungan bagi konsumen Indonesia yang tidak dapat

dielakkan dan harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia

yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

* Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999.him 3
* Ibid. Him. 41.
*7 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Op. Cit, him. 9
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Pengaturan tentang perlindungan konsumen tersebar dalam berbagai
peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan bidang perlindungan
masing-masing yang satu sama lainnya menuntut adanya konsistensi, baik
dalam substansi maupun penerapannya dalam masyarakat. Di samping
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen dapat
ditemukan di berbagai peraturan Perundang-undangan umum yang berlaku
yang merupakan sumber dari hukum perlindungan konsumen yaitu: -

1. Undang-Undang dan Ketetapan MPR

Hukum konsumen, terutama hukum perlindungan konsumen
mendapatkan landasan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea
ke-4 yang berbunyi:

“_.kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...”

Pada umumnya orang bertumpu pada kata “segenap bangsa” sehingga
diambil sebagai asas persatuan bagi seluruh bangasa Indonesia. Perlindungan
hukum pada segenap bangsa itu dilaksanakan secara menyeluruh tanpa
terkecuali baik laki-laki atau perempuan, orang kaya maupun orang miskin,
orang kota maupun orang desa, orang asli atau keturunan dan pengusahaatau
konsumen.

Landasan hukum perlindungan konsumen terdapat pada ketentuan yang
dimuat pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang hak-hak dari

warga negara. Untuk melaksanakan perintah dari Undang- Undang Dasar
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1945 dalam rangka melindungi segenap bangsa. Pemerintah mengeluarkan
Ketetapan MPR yang dimulai pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1993.

Pada TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1978. Bab IV D butir 7
menggunakan istilah “menguntungkan konsumen” TAP MPR RI Nomor
II/MPR/1993, Bab IV F butir 4 huruf A menggunakan istilah “ melindungi
kepentingan konsumen.”

Yang menarik dari TAP MPR RI Nomor II/MPR/1993 adalah dengan
disusunnya dalam sebuah kalimat tentang kaitan antara produsen dengan
konsumen yang berbunyi:

“... meningkatkan pendapatan produsen dan melindungi kepentingan
konsumen...”

Dengan adanya susunan kalimat yang demikian, terlihat dengan jelas
arahan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang kekhususan kepentingan
produsen dengan kepentingan konsumen.

2. Hukum Konsumen dalam Hukum Perdata

Hukum perdata yang dimaksud di sini adalah hukum perdata dalam arti
luas, yang termasuk ke dalam hukum perdata, hukum dagang serta kaedah-
kaedah keperdataan yang termuat dalam berbagai peraturan Perundang-
undangan lainnya. Kesemuanya itu baik hukum perdata yang tertulis maupun
hukum perdata yang tidak tertulis (hukum perdata adat).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat kaedah-kaedah hukum
yang berkaitan dengan hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku

usaha, penyedia barang dan/ atau jasa. Terutama Buku Kedua, Buku Ketiga,
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Buku Keempat memuat kaedah hukum yang mengatur tentang hubungan
konsumen dan penyedia barang dan/ atau jasa. Begitu pula Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (KUHD), baik buku pertama, buku kedua, mengatur
tentang hak dan kewajiban yang terdiri dari: khususnya (jasa) perasuransian
dan pelayaran.

Hubungan hukum perdata serta permasalahannya dalam lingkungan
berlakunya hukum adat. Walaupun sudah amat berkurang namun masih
terlihat dalam berbagai putusan di pengadilan. Beberapa putusan di
pengadilan yang masalah keperdataan berkaitan dengan perlindungan
konsumen masih terlihat. Sedangkan hubungan antara penyedia barang dan/
atau jasa dan konsumen dari negara yang berbeda atau tidak bersamaan
hukum yang berlaku dapat diberlakukan Hukum Internasional, khususnya
Hukum Perdata Internasional memuat berbagai ketentuan hukum perdata bagi
konsumen.

3. Hukum Konsumen dalam Hukum Publik

Hukum yang dimaksud adalah hukum yang mengatur hubungan antara
negara dan alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan
perorangan. Yang termasuk hukum publik, terutama dalam kerangka hukum
konsumen atau hukum perlindungan konsumen adalah hukum administrasi
negara, hukum pidana dan hukum Internasional. Jadi semua kaedah-kaedah
hukum maupun asas-asas hukum publik sepanjang berkaitan dengan hukum
konsumen atau masalahnya dengan penyediaan barang dan/ atau jasa dapat

diberlakukan.
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Terlepas dari apakah Perundang-undangan yang telah ada, memenuhi
persyaratan dan/ atau cukup untuk melindungi kepentingan-kepentingan
konsumen. Yang harus mendapatkan perhatian adalah pelanggaran
Perundang-undangan itu, dilakukan oleh siapa, apakah pelaku usaha atau
konsumen.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaba bersama antara
Pemerintah yang mewakili negara, pelaku usaha dan konsumen, sebagaimana
" yang dinyatakan dalam Pasal 2" UU Perlindungan Konsumen, bahwa: *
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,
keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.”

Dalam penjelasan pasal 2 dimaksud asas-asas tersebut dijabarkan scbagai
berikut:

1. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan scgala upaya dalam
menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
keseluruhan.

2. Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat terwujud
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan
pelaku usaha untuk memperolch haknya dan mclaksanakan kewajiban
secara adil.

3. Asas Kescimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti

materil dam spiritual.
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4. Asas Keamanan dan Keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keselamatan kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ jasa yng dikonsumsi
atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum.

Memperhatikan pasal 2 UU Perlindungan Konsumen dan penjelasannya,
tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi Pembangunan Nasional
yaitu pembangunan manusia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah
Negara Republik Indonesia, kelima asas-asas yang disebutkan dalam pasal 2
UU Perlindungan Konsumen tersebut dikategorikan ke dalam 3 kelompok,**
yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan
keselamatan konsumen.

2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan

3. Asas kepastian hukum.

Asas kemanfaatan dan keselamatan konsumen dikategorikan ke dalam
asas kemanfaatkan berdasarkan pertimbangan bahwa keamanan dan
keselamatan dari konsumen itu merupakan manfaat dari adanya suatu

perlindungan yang diberikan kepada konsumen oleh UU. Sehingga dengan

demikian konsumen akan merasa lebih aman dan tidak merasa khawatir

*® Ahmadi Miru dan Sytarman Yodo, Op. Cit, hlm. 26
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karena ada jaminan terhadap keamanan dan kesclamatan dirinya atas barang
dan/ atau jasa yang dimanfaatkannya.

Selanjutnya mengenai asas keseimbangan dikelompokkan ke dalam asas
keadilan dengan mengingat bahwa pada dasarnya hakikat dari keseimbangan
itu adalah dengan adanya keadilan bagi semua pihak, baik itu konsumen,
pelaku usaha maupun pemerintah. Dalam suatu transaksi ekonomi
kepentingan memang tidak terlihat secara langsung namun dalam hal
kebijakan pemerintah memegang peranan yang penting dan mengharuskan
konsumen dan pelaku usaha untuk menaati dan menjalankan peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

Adapun tujuan dari memberikan perlindungan dinyatakan dalam pasal 3,
yaitu:

“ Perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi dirinya.

2. Mengangkat harkat dan martabat dengan cara menghindarkannya dari
akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistim perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan ketertiban informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai kepentingan
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggungjawab dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, keschatan,
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.”
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Sedangkan tujuan secara umum yakni:
1. Menciptakan sistim perlindungan konsumen yang mengandung unsur
keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruh
pelaku dunia usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang
menipu dan menyesatkan.
B. Hak dan Kewajiban Konsumen
Sebagaimana layaknya suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak
yang bersifat timbal balik, dalam hubungan hukum antara konsumen dengan
pelaku usahapun demikian adanya. Dimana terkandung hak dan kewajiban
yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pemah
mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu: "9
The Right to Safety (hak untuk mendapatkan keamanan)
The Right to be Informed (hak untuk mendapatkan informasi)

The Right to be Heard (hak untuk didengar)
The Right to Choose (hak untuk memilih)

il ok e

Secara sederhana dapat diartikan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang
mesti atau wajib dimiliki oleh seseorang dan keberadaannya dilindungi oleh
pemerintah. Jadi hak yang harus didapat oleh seseorang dan tidak boleh
tidak. Aturan mengenai hak seorang konsumen juga dituangkan dalam pasal

4 UU Perlindungan Konsumen, yaitu Hak Konsumen adalah:

4 (Celina, Tri Siwi Kristiyantik, SH. M. Hum, Op. Cit, him. 31
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|. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/ atau jasa.

2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/ atau jasa.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa
yang digunakan.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi dan/ atau penggantian
apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak scbagaimana mestinya.

9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Semua hak-hak konsumen bila disusun secara sistematis dapat
diperoleh urutan sebagai berikut:

1. Hak konsumen dalam mendapatkan kcamanan dan kesclamatan

Setiap konsumen berhak dalam mendapatkan kecamanan dan
kesclamatan dari barang-barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya.

Produk barang dan jasa yang dipasarkan tidak boleh membahayakan
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jiwanya, jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik sccara
jasmani maupun rohani.
. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar

Setiap hasil produk baik berupa barang atau jasa yang diperkenankan-
kepada konsumen haruslah disertai dengan informasi yang benar dan akurat.
Informasi yang benar tersebut dibutuhkan agar konsumen tidak sampai
mempunyai suatu gambaran yang salah atau keliru atas produk barang dan
" jasa tersebut. Adapun carapenyampaian informasi mengenai hasil produk
tersebut dapat dilaksanakan sccara lisan atau sccara langsung kepada
konsumen atau melalui perantara, seperti melalui media masa.
. Hak untuk didengar

Hak untuk didengar di sini adalah didengarkannya pendapat ataupun
keluhan terhadap barang dan/ atau jasa yang dimanfaatkannya.
. Hak untuk memilib

Dalam mengkonsumsi suatu produk baik produk tersebut berupa
barang atau jasa, konsumen harus dapat menentukan pilihannya dan tidak
bolch mendapatkan tekanan dari pihak lvar untuk memilih barang dan/ atau
jasa sehingga kebebasan dari konsumen untuk mendapatkan barang dan/
atau jasa benar-benar terlaksana dengan baik.
. Hak untuk mendapatkan produk barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai
tukar yang diberikan.

Dalam hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan nilai

tukar berarti bahwa konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang
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tidak wajar, dengan kata lain kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa
yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai yang dibayarkan sebagai
penggantinya.
. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian
Jika konsumen merasakan kualitas dan kuantitas dari suatu barang
dan/ atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang
diberikannya, maka ia berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang
sewajarnya dan sepantasnya.
. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum
Setiap konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan penyelesaian
secara hukum dan advokasi, dengan kata lain konsumen berhak untuk
menuntut pelaku usaha terhadap tanggung-jawab hukum jika dirasakan
merugikan karena mengkonsumsi produknya baik berupa barang atau jasa.
Untuk memperolch ganti kerugian konsumen tidak harus menempuh
upava hukum terlebih dahulu, sebaliknya upaya hukum pada hakckatnya
berisikan tuntutan untuk memperolch ganti kerugian oleh salah satu pihak.
. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik
Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan schat
merupakan salah satu hak dasar konsumen yang harus diterima olch semua
konsumen, scbagaimana tertera dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan lHidup yang menyatakan bahwa:
“Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang

bersih dan sechat.
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9. Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi konsumen

Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi konsumen merupakan
kewajaran bila masih banyak konsumen yang belum menyadari serta
memahami akan hak-haknya, hal tersebut dikarenakan rendahr;ya kesadaran
bukum masyarakat maka akan menyebabkan makin tinggi pula
penghormatan kepada hak-hak dirinya oleh orang lain. Pendidikan dapat

- dilakukan oleh pengusaha dengan cara memberikan informasi yang lebih
komprehensif dengan tidak semata-mata menonjolkan unsur komersil suatu
barang dan/ atau jasa.

Selain memberikan hak-hak, UU Perlindungan Konsumen pada
pasal 5 juga mewajibkan beberapa hal terhadap konsumen, yaitu:

“ Kewajiban konsumen adalah:
|. Membaca atau mengikuti petunjuk, informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang tclah disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.

Dengan ditetapkannya kewajiban untuk konsumen ini merupakan
penycimbang dari hak-hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang
Perlindungan konsumen. Akan tetapi agar kewajiban ini dapat terwujud dan
berjalan dengan lancar maka harus pula diimbangi dengan kewajiban dari

pelaku usaha.
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C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Di samping hak-hak dan kewajiban yang dibebankan kepada konsumen,
UU Perlindungan konsumen juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban dari
pelaku usaha. Pada pasal 6 dinyatakan tentang apa-apa saja y;ing menjadi hak dari
pelaku usaha, yaitu:
“ Hak Pelaku Usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang
diperdagangkan;

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beriitikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang
diperdagangkan.

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan
lainnya.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak-hak konsumen di atas,
maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban yang harus
dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaku usaha, sebagaimana yang dinyatakan

dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:*

5% Celina, Tri Siwi Kristiyantik, SH. M. Hum, Op. Cit, him. 43
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1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan; |

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa
yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba
barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas
barang dibuat dan atau yang diperdagangkan.

Adapun kcwajiban-kewajiban pelaku usaha apabila disusun adalah

sebagai berikut:
1. Kewajiban untuk beritikad baik dalam berusaha.

Dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik
lebih ditckankan pada pelaku usaha, karcna meliputi semua tahapan dalam
melakukan kegiatan usahanya sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban
pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai scjak barang dan atau jasa
dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Hal ini

disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen
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dimulai sejak barang dan atau jasa dirancang atau diproduksi oleh
produsen (pelaku usaha).”
2. Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai
barang dan atau jasa. B
Pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai barang dan atau
jasa kepada konsumen harus menggambarkan secara rinci, benar dan jujur
mengenai barang dan atau jasa tersebut, baik itu mengenai kondisi,
penggunaan dan pemanfaatan, maupun mengenai pemeliharaan serta jaminan
dari barang dan atau jasa tersebut.
3. Kewajiban untuk memperlakukan konsumen secara benar, jujur dan tidak
diskriminatif.
Hal ini dinyatakan jelas dalam Penjelasan Pasal 7 UU perlindungan
Konsumen huruf ¢, yang meyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan
pelayanan, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan
kepada konsumen.”

4. Kewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi
atau diperdagangkan.

Untuk menjamin mutu suatu produk barang dan atau jasa yang akan

diproduksi  atau diperdagangkan, tidak hanya dilakukan dengan cara
memenuhi spesifikasi dan pembubuhan tanda dari Standar Nasional

Indonesia, akan tetapi juga harus mendapat pengawasan dari Departemen

5! Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit, him. 54
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Perindustrian dan Perdagangan.’? Hal ini diwajibkan kepada pelaku usaha

dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen agar

konsumen tidak merasa dirugikan dari segi mutu.

5. Kewajiban untuk memberi kesc;mpatan kepada konsumen _ux.ltuk menguji
dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu.

Menurut Penjelasan UU Perlindungan Konsumen Pasal 7, yang dimaksud
dengan barang dan atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau
dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

6. Kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau jasa
penggantian.

Pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian
terhadap barang dan/ atau jasa, baik itu disebabkan karena akibat
penggunaan, pemakaian atau pemanfaatan akan tetapi juga karena barang
dan/ atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang
telah diperjanjikan sebelumnya.

7. Kewajiban untuk mendengarkan konsumen

Keluhan-keluhan atau pendapat-pendapat yang diberikan konsumen
mengenai barang dan/ atau jasa yang dimanfaatkan atau dipergunakan, wajib
didengar oleh pelaku usaha, keluhan dan pendapat yang bersifat membangun
akan sangat berguna bagi pelaku usaha nantinya dalam memperbaiki dan
meningkatkan mutu pelayanan dan produksi.

8. Kewajiban untuk memberikan pilihan kepada konsumen.

2 Ibid, him 68
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Pelaku usaha tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap konsumen
untuk membeli atau mengkonsumsi suatu barang dan/ atau jasa yang
diproduksi oleh pelaku usaha.

9. Kewajiban untuk memberikan barang yang sesuai der.lg;an nilai tukar yang
diberikan.

Barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha kepada
konsumen harus sesuai dengan nilai tukar yang diberikan oleh konsumen
baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas tersebut.

D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Ditinjau Dari Hukum Perdata

Jika kita kembali pada asas umum dalam Hukum Perdata, dapat
dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib
memberi ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut. Jika
berbicara soal konscp dan tcori dalam ilmu hukum, perbuatan yang
merugikan tersebut dapat lahir karena :

1. Tidak ditepatinya satu perjanjian/ kescpakatan yang telah dibuat (Wan

Prestasi)

2. Semata-mata Jahir karcna suatu perbuatan terscbut (atau yang dikenal
dengan perbuatan melawan hukum)

Dapat diketahui bahwa antara pelaku usaha yang memperdagangkan
barang dan/ atau jasanya dan konsumen yang menggunakan, memakai atau
memanfaatkan barang dan/ atau jasanya terdapat suatu hubungan hukum
perjanjian, yang demi hukum terjadi pada saat transaksi “jual-beli” barang

dan/ atau jasa tersebut dilaksanakan. Ial ini berarti sctiap pelanggaran yang



dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang menerbitkan kerugian kepada
konsumen merupakam pelanggaran atas prestasi pelaku usaha yang telah
diperjanjikan sebelumnya kepada konsumen. Dalam hal ini konsumen berhak
untuk menuntut perj;mjian (tergantung pada jc-:n-is transaksi perdagangan
barang dan/ atau jasa yang dilaksanakan), meminta penggantian segala
macam biaya dan bunga berikut kerugian aktual yang diderita konsumen.
Dalam hal yang demikian, konsumen berkewajiban untuk sccara langsung
menyampaikan kerugian-kerugian yang dideritanya kepada pelaku usaha. =

Tanggung-jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen diatur secara

khusus di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam satu bab,

yaitu Bab VI mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 28. Dari sepuluh pasal

yang mengatur pertanggung-jawaban pelaku usaha tersebut, secara rinci dapat

dibedakan lagi ke dalam:

1. Pasal-pasal yang secara legas mengatur lentang pertanggung-jawaban
pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu:

a. Pasal 19 mengatur pertanggung-jawaban pelaku usaha pabrikan dan/
atau distributor pada umumnya untuk memberikan ganti rugi atas
kerugian yang diderita oleh konsumen atas barang/ atau jasa yang
sejenis atau yang sctara nilainya, sclambat-lambatnya 7 hari sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

3 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Op. Cit Him.n 34




b. Pasal 20 mengatur tentang pertanggung-jawaban pelaku usaha

periklanan atas iklan yang diproduksi dan akibat yang
ditimbulkannya.

Pasal 21 ayat (1) membebankan per‘ta-nggung-jawaban kepada importir
barang sebagaimana layaknya pembuat barang yang diimport apabila
importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen/ perwakilan
produsen luar negeri. Sedangkan ayat (2) mewajibkan importir jasa
untuk bertanggung-jawab sebagai penyedia jasa asing jika penyedia
jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen perwakilan penyedia jasa

asing.

2. Pasal 24 mengatur tentang peralihan tanggung-jawab dari suatu pelaku

usaha kepada pelaku usaha lain.

3. Pasal 25 dan pasal 26 berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku

usaha atas barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan serta pertanggung-

jawaban sepenuhnya dari pelaku usaha atas jaminan dan/ atau garansi,

penyediaan suku cadang atau perbaikan.

4. Pasal 27 berisi tentang lepasnya tanggung-jawab seorang pelaku usaha dari

pemberian ganti rugi kepada konsumen, hal ini disebabkan oleh:

a.

Barang tersebut terbukti scharusnya tidak diedarkan atau tidak
dimaksudkan untuk diedarkan.

Cacat barang timbul dikemudian hari.

Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan kualifikasi barang.

Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.

54



e. Lewat jangka waktu penuntutan, yaitu 4 tahun sejak barang dibeli atau

lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pertumbuhan usaha depot air minum sudah berkembang dengan pesatnya,
dan secz-ira teknologi serta investa-si. dapat dilaksanakan pada skala usaha
kecil. Usaha ini secara nyata telah memberikan keuntungan bagi masyarakat
luas, terutama dari sisi penyediaan lapangan usaha dan penyerapan tenaga
kerja. Namun demikian, mengingat bahwa air minum merupakan kebutuhan
dasar manusia yang pemenuhannya adalah hak asasi setiap rakyat Indonesia
yang senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, higienis dan
beragam dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Hal tersebut merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya
terselenggaranya suatu sistim yang memberikan perlindungan bagi
kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai semua itu perlu
disclenggarakan suatu sistim yang memberikan perlindungan baik bagi pihak
pelaku usaha maupun yang mengkonsumsi.

Untuk mewujukan sistim pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang
efektif serta melindungi masyarakat dari sesuatu yang membahayakan
kesehatan mereka diperlukan antara lain peraturan yang dimaksud landasan
hukum pengaturan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi,
pengedaran, atau dalam perdagangannya. Hal ini diwujudkan dengan
ditetapkannya undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, Keputusan Menteri Kesehatan 736/MENKES/PerVI1/2010
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tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum dan Keputusan

Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No.651/MPP/Kep/10/2004 tentang

Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

| Air merupakan produk- konsumsi langsung dan menjadi salah satu
kebutuhan vital bagi manusia, sehingga mutu air minum yang dihasilkan
depot harus memenuhi persyaratan mutu dari aspek kesehatan. Sehubungan
dengan itu, sebagai dasar pembinaan dan pengawasan usaha oleh pemerintah,
khususnya oleh pemerintah daerah serta dalam rangka memberikan jaminan
kepastian berusaha bagi pengusaha depot air minum, oleh karena itu,
diperlukannya suatu peraturan yang tegas mengenai depot air minum guna
mendukung terciptanya persaingan usah yang sehat serta dalam upaya
memberikan perlindungan kepada konsumen.pada ketiga undang-undang di
atas, tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan antara lain agar
tersedianya air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan,
mutu air minum bagi kepentingan kesehatan masyarakat.

Selain itu undang-undang ini dimaksudkan sebgai acuaan dari berbagagai
peraturan perundangan yang berkaitan dengan standar mutu pada produk air
minum baik yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan.

Bahwa perlindungan konsumen lebih dimaksudkan untuk meningkatkan
martabat dan kesadaran konsumen, sekaligus untuk mendorong pelaku usaha
agar dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilaksanakan dengan penuh

tangung jawab. Aturan tentang perlindungan konsumen diperlukan untuk :
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1. menciptakan sistim perlindugan konsumen yang mengandung unsur
keyerbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;

2. melindungi kepentigan konsumen pada khususnya dan kepentingan
seluruh pelaku u‘sa-ha pada umumnya;

3. meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

4. memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang
menipu dan menyesatkan;

5. memadukan penyelenggaraan,pengembangan, pengaturan perlindungan
konsumen dengan perlindungan dibidang lainnya.

Undang-undang ini memuat antara lain pokok-pokok persyaratan air
minum serta persyaratan teknis dari depot air minum itu sendiri sebagai suatu
standarisasi produk air minum isi ulang yang bersifat menyeluruh serta
dengan sanksi hukum yang sesuai agar memenuhi ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan.

Persyaratan tersebut antara lain dapat ditinjau dari segi fisik, kimia, dan
bakteriologis. Persyaratan secara fisik, air tidak berbau, persyaratan Kimia,
air tidak boleh mengandung senyawa kimia beracun dan setiap zat yang
terlarut dalam air punya batas tertentu yang diperbolehkan, sedangkan
persyaratan bakteriologis air minum tidak boleh mengandung kuman E-coli.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
736/MENKES/PerV1/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air

Minum. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka
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perlu diadakan berbagai upaya kesehatan termasul pengawasan kualitas air
minum yang dikonsumsi masyarakat.
Undang-undang ini memuat ketentuan umum sebagai berikut :

Ls Air.m-inum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa
proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat
langsung diminum.

2. Sampel adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan
untuk pemeriksaan labortarium.

3. Pengelola Penyedia Air Minum adalah badan usaha yang
mengelola air minum untuk keperluan masyarakat.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kota (pasal 1)

Sedangkan ruang lingkup dan persyaratannya adalah :
1. Jenis air minum meliputi :
a. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah
tangga;
b. Air yang didistribusikan melalui tangki air;
c. Air kemasan;
d. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan
minuman yang disajikan pada masyarakat harus memenuhi
syarat kesehatan air minum (pasal 2).
2. Persyaratan kesehatan air minum meliputi persyaratan bakteriologis,

kimiawi, radioaktif, dan fisik.
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Selanjutnya Undang-undang ini mengatur antara lain mengenai
Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dilakukan oleh Menteri kesehatan
secara teknis terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan
penycle-négaraan persyaratan kulitas air minum (pasal 3). Sedangkan
pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan:

1) Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi:

Pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan pada

seluruh unit pengolahan air minum, mulai ‘dari sumber baku, instalasi

pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan
distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan.
2) Pengambilan sampel

Jumlah, frekuensi, dan titik sampel air minum harus dilaksanakan sesuai

dengan ketetuan minimal.

Jika nantinya konsumen menderita kerugian yang diakibatkan
mengkonsumsi air minum isi ulang maka hukum yang akan melindungi dan
menjamin hak-hak konsumen adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Dengan telah diberlakukannya Undang-
Undang No. 8 tahun 1999, maka keberadaan produk hukum tersebut selain
berfungsi sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat juga berfungsi
sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat yang

bersangkutan.
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BAB 111
GAMBARAN UMUM DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI

KOTA BUKITTINGGI

A. Perkembangan Depot Air Minum Di Kota Bukittinggi

Air merupakan hal yang sangat penting bagi manusia terutama kebutuhan
untuk minum, Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka proses
metabolisme dalam tubuh manusia dapat berlangsung dengan baik.
Sebaliknya, jika kekurangan air, maka proses metabolisme akan terganggu
dan akibatnya dapat menimbulkan kematian. Sebagaimana salah satu upaya
dalam pengamanan makanan dan minuman, guna melindungi kesehatan
masyarakat adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kualitas air
minum.

Hal tersebut dikarenakan air minum'merupakan salah satu komponen
lingkungan yang mempunyai peranan cukup besar dalam kehidupan. Air yang
harus digunakan adalah air dari sumber yang harus melalui proses
pengolahan terlebih dahulu sampai air tersebut memenuhi syarat keschatan,
baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Sektor industri depot air minum isi ulang merupakan salah satu sektor
yang sedang menggerakan perekonomian di Kota Bukittinggi, karena
peranannya cukup besar bagi kemajuan kota Bukittinggi, khususnya. Dengan
adanya gambaran kondisi industri depot air minum isi ulang seperti ini,

merupakan suatu ukuran kinerja yang telah dicapai dalam melakukan
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pembinaan dan pengawasan depot air minum isi ulang sebelumnya. Dengan

melihat jumlah pertumbuhan depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi

yang sangat pesat dari tahun ke tahun, maka hal ini membuktikan bahwa

industri dapat diterima dengan baik ditengah-tengah masyarakat.

Tabel I
Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Bukittinggi
Tahun 2006 s/d 2010
Kec.Aur Kec.Mandia- Total
Kec.Gurun
No.| Thn Birugo Tigo ngin Koto Informal | Formal
Panjang
Baleh Salayan
7 unit 4 unit 11 unit
1. 2006 | 4 unitusaha | 3 unit usaha 4 unit usaha
usaha usaha usaha
10 unit 4 unit 14 unit
2 2007 7 unit usaha | 3 unit usaha 4 unit usaha
usaha usaha usaha
13 unit 11unit | 24 unit
3. 2008 9 unit usaha | 9 unit usaha 15 unit usaha
usaha usaha usaha
35unit | 10unit | 45 unit
4. 2009 9 unit usaha | 14 unit usaha | 22 unit usaha
usaha usaha usaha
13 unit 40unit | 20unit | 60 unit
5. 2010 20 unit usaha | 27 unit usaha
usaha usaha usaha usaha
Masih dalam
6. | 2011
pendataan*

Keterangan:‘SumbadwiBapakRamon,diDinasKPTKotaBulduingi
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Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat perkembangannya dengan
semakin banyaknya depot-depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi dari
tahun ketahun. Hal tersebut, tergambar jelas dari tahun ke tahun, pada tahun
2006 saja di Kota Bukittinggi sudah ada 11 unit usaha depot air minum isi
ulang (berdasarkan data yang terdapat di Dinas perindustrian dan
Perdagangan) tapi, yang memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan memiliki
laporan hasil uji labor baru 4 unit usaha saja. Depot air minum ini tersebar di
tiga kecematan yaitu; 4 unit usaha di Kecamatan Gurun Panjang, 3 unit usaha
depot air minum di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, kemudian di
Kecamatan Mandiangin Koto Salayan 4 depot air minum.

Pada tahun 2007 di Kota Bukittinggi sudah terdapat sekitar 14 unit usaha
depot air minum isi ulang dan yang terdaftar cuma 4 unit usaha serta ada |
unit usaha yang memiliki Surat lIzin Usaha Perdagangan (SIUP). Di
Kecamatan Guguk Panjang 7 unit usaha, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
3 unit usaha, sedangkan di Kecamatan Mandiangin Koto Salayan 4 unit
usaha.

Sedangkan pada tahun 2008 di Bukittinggi sudah terdapat 30 depot air
minum, pada tahun ini ada sedikit kemajuan karena tingkat kesadaran hal
tersebut terbukti sudah 11 depot air minum yang memiliki Surat Izin Tanda
Usaha. Pada tahun ini ada 9 depot air minum di kecamatan Guguk Panjang, 9
depot air minum di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, dan ada 15 depot air

minum di Kecamatan Mandiangin Koto Salayan.
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Berdasarkan data pada tahun September 2009 di Bukittinggi sudah
terdapat 45 unit usaha depot air minum isi ulang. Pada kecamatan Guguk
Panjang terdapat 9 depot air minum, di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 14
depot air minum, sedangkan di Kecamatan Mandiangin Koto Salayan
terdapat 22 depot air minum isi ulang, dengan 10 unit usaha yang memiliki
Tanda Daftar Industri.

Begitu juga pada tahun 2010, dimana depot air minum bertambah
menjadi totalnya 60 wunit. Hal ini menunjukkan begitu pesatnya
perkembangan depot air minum isi ulang di kota Bukittinggi. Terutama di
kecamatan Mandiangin Koto Selayan yakni 40 depot air minum isi ulang,
dikarenakan dibeberapa bagian daerah di Kota Bukittinggi terdapat air PDAM
yang keruh dan bewarna kuning dan agak berbau yang tidak bisa untuk
dikonsumsi. Hal ini memicu masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi
ulang yang dianggap jernih dan bersih dari pada air PDAM dirumah mereka.

Dari data tersebut masih banyak depot air minum isi ulang yang informal
atau yang belum memiliki izin usaha dan terdaftar pada dinas koperasi
perindustrian dan perdagangan dibanding dengan yang formal atau yang
sudah memiliki izin usaha dan terdaftar pada dinas koperasi perindustrian dan
perdagangan.

Dilihat dari banyaknya depot air minum isi ulang di kota Bukittinggi
yang belum terdaftar, maka belum terpenuhinya perlindungan konsumen
terhadap konsumen air minum isi ulang di kota Bukittinggi pada empat tahun

terakhir ini. Untuk itu, diharapkan pemerintah kota Bukittinggi lebih
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meningkatkan pengawasan terhadap konsumen  agar terwujudnya
perlindungan konsumen bagi masyarakat kota Bukitinggi.

Berdasarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang penulis sebarkan pada
bulan April 2011 kepada 50 orang responden yang penulis pilih secara
random, apabila dilihat dari perlindungan atau tanggapan yang diberikan oleh
dinas kesehatan menunjukkan lemahnya perlindungan yang diberikan oleh
dinas kesehatan.

Tabel IT
Bentuk Perlindungan yang diberikan Dinas Kesehatan Dalam Menanggapi Keluhan
Konsumen Air Minum Isi Ulang

No Tindakan Dinas Kesehatan Jumlah | Persen

1 | Sangat bertanggungjawab dengan 0 0

memberikan ganti rugi

2 | Menerima pengaduan tanpa tindakan 2 4

3 | Menyarankan agar konsumen membeli air 42 84

minum isi ulang di tempat lain

4 | Menerima pengaduan dengan menghimbau 1 2

depot air minum untuk mendaftarkan ke

laboratorium
S | Alasan Lainnya 3 10
Jumlah 50 100

Sumber : Data Primer

Dari tabel diatas, terlihat bahwa perlindungan yang diberikan kepada
konsumen sangat lemah dimana tindakan yang dilakukan didominasi dengan

menghimbau konsumen untuk membeli atau pindah ke depot air minum
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lainnya. Hal ini terlihat dimana dinas kesehatan menyarankan agar konsumen
air minum isi ulang di kota Bukittinggi yang memiliki keluhan terhadap air
yang dikonsumsinya agar pindah ke depot air minum isi ulang (42%), dan
menirma pengaduan dari konsumen tanpa melakukan tindakan (4%),
menerima pengaduan dari konsumen dan langsung menghimbau depot
tersebut untuk mengujikan air minum yang di jualnya ke laboratorium dinas
kesehatan. Sementara tanggungjawab berupa ganti kerugian tidak pernah
diberikan. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum  yang
diberikan pemerintah kota Bukittinggi terhadap konsumen air minum isi
ulang.
B. Sumber-sumber air baku depot air minum isi ulang di Kota
Bukittnggi
Pada prinsipnya semua air dapat diproses menjadi air minum Sumber air
baku depot air minum kota Bukittinggi berasal dari 3 (tiga ) jenis sumber air
yaitu:
1) Mata air
Ada 2 (dua ) mata air yang digunakan sebagai sumber air baku air
minum isi ulang dikota Bukittinggi yaitu :
a) Mata air sungai tanang
Mata air Sungai Tanang dengan kapasitas 160L/dt dan

kapasitas produksi lebih kurang 90 L/dt.
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b) Mata air cingkaring
Mata air Cingkaring dengan kapasitas terpasang 8L/dt dan
kapasitas produksi 6L/dt.
2) Air permukaan
Air permukaan yang digunakan sebagai sumber air baku hanya dari
batang sianok. Batang Sianok.
3) Air tanah
Sumber air yang berasal dari air tanah ada 4 (empat) sumur yaitu:

sumur Kubang Putih kapasitas 6L/dt

P

b. sumur bor Palolok kapasitas SL/dt

c. sumur bor Tabek Gadang kapasitas 3L/dt

d. sumur bor Birugo kapasitas 3L/dt

Kualitas air yang dihasilkan dari sumber air yang dimiiki kota
Bukittinggi saat ini secara umum adalah sudah memenuhi syarat seperti yang
diatur dalam Permenkes Nomor 416 Tahun 1990 tentang syarat-syarat dan
pengawasan kualitas air yakni dalam pasal 2 dimana kualitas air harus
meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika kimia, serta radio aktif dan Pasal 6
Kepmenperindag Nomor 705/MPP/Kep/I1/2003, yakni syarat terbebas dari
zat-zat kimia, lokasi sumber air baku harus jauh dari radius jarak pencemaran
minimal 15 meter dari saluran limbah yang kedap air, 30 meter dari septic
tank atau saluran limbah lainnya yang tidak kedap air.>* Namun kualitas air

dari sumur perlu pengolahan yang lebih supaya dapat lebih layak dikonsumsi

3 Hasil wawancara dengan bapak Zamzami di Dinas Kesehatn tanggal 25 April 2011 Pukul 10.10
Wib
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oleh masyarakat Kota Bukittinggi antara lain; Sumur bor Palolok dengan
kualitas air yang kurang memadai seperti; air kuning dan berbau.

Maraknya Air Minum Isi Ulang sungguh sangat menggoda, siapapun
akan tergiur untuk membelinya karena harganya relatif lebih murah dan dapat
dikonsumsi langsung. Sehingga efisiensi biaya, waktu dan tenaga lebih
hemat. Dapat mengurangi kebutuhan pemakaian minyak tanah dan tidak
direpotkan lagi oleh pekerjaan memasak air secara rutin. Terlebih bagi yang
tidak mempunyai pembantu rumah tangga atau selalu sibuk dengan
pekerjaan. Dari segi waktu akan ada banyak hal yang lebih bermanfaat bisa
dilakukan daripada hanya untuk memasak air. Itu sebabnya menggunakan Air

Minum Isi Ulang menjadi pilihan sebagian masyarakat.
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BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM SECARA PREVENTIF TERHADAP

KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA BUKITTINGGI

A. Proses Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Bukittinggi

Dengan perkembangan masyarakat yang semakin meningkat, maka pelaku
industri dapat menangkap hal tersebut sebagai suatu peluang usaha untuk
mendirikan industri air minum isi ulang. Hal ini terbukti dengan
berkembangnya usaha depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi.
Besarnya animo masyarakat terhadap produk air minum isi ulang ini terlihat
dengan makin suburnya industri air minum isi ulang yang tumbuh di Kota
Bukittinggi.

Hampir disetiap sudut terdapat industri Air Minum Isi Ulang, baik skala
industri kecil sampai industri skala menengah. Pesatnya pertumbuhan industri
air minum isi ulang ini selain disebabkan karena tingginya kebutuhan air
minum yang bersih dan sehat dengan harga relatif murah, juga disebabkan
karena teknologi yang diperlukan untuk industri ini relatif sederhana dan
tidak mahal. Hal ini mengakibatkan banyaknya pendatang baru pada industri
Air Minum isi ulang tergolong pada skala industri kecil. Tetapi, hal tersebut
tidak diimbangi dengan pengolahan air minum sesuai dengan standar mutu
air minum isi ulang baik dari segi air baku maupun pengolahan air.

Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakatnya karena

setiap individu mempunyai hak yang sama dalam memperoleh perlindungan
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hokum. Kewajiban pemerintah ini sesuai dengan amanat pembukaan
Undang-undang Dasar 1945 Alinea Ke-IV, dan ini berarti sudah menjadi
kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan
bagi konsumen yang menggunakan air minum isi ulang.

Berdasarkan data yang terdapat dilapangan maka dapat disimpulkan
bahwa masih kurangnya kesadaran dari pelaku usaha depot air minum untuk
mendaftarkan usahanya pada Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan.
Menurut Ibu Refda Ningsih pada bidang perindustrian kantor Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan yang beralamat di Jalan Perwira bahwa
pemberian izin terhadap air minum isi ulang diberikan apabila pihak produsen
AMIU telah melalui prosedur. Dimana prosedur tersebut mulai dari adanya
izin laboratorium,hingga izin membuka usaha.

Dalam hal ini dinas Koperindag memberikan izin selama 5 tahun untuk
izin perusahaan AMIU. Dalam hal perlindungan konsumen, dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan berwenang terhadap legalitas suatu
perusahaan AMIU dimana dinas Koperindag mencek izin usaha atau izin
industri, jika tidak maka dinas Koperindag memberikan himbauan agar
pemilik depot untuk mendafiarkan usahanya. Sedangkan tujuan pendaftaran
itu sendiri adalah agar usahanya mendapat legitimasi hukum. A

Tindakan yang diberikan oleh koperindag tersebut adalah untuk
mendapatkan kepastian hukum yang dimiliki oleh pegusaha depot air minum

isi ulang. Dengan adanya kepastian hukum, otomatis akan melindungi

5% Hasil wawancara dengan Ibu Refda Ningsih, pada bagian Perindustrian di Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittoinggi, Tgl 01 April 2011
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kepentingan pemilik depot dan konsumen air minum isi ulang, karena seperti
yang dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah makhluk
serigala bagi manusia lain dan manusia merupakan makhluk beringas yang
merupakan suatu ancaman. Maka dari itu, hukum lahir sebagai suatu
pedoman untuk menghindari jatuhnya korban.

Dalam hal ini adanya izin terhadap perusahaan air minum isi ulang akan
mengurangi atau menghindari terjadinya resiko yang merugikan pemilik
depot air minum isi ulang maupun konsumen air minum isi ulang. Hal ini
telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dimana segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum adalah untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen.™

Selain membantu pemilik depot air minum isi ulang untuk memperoleh
kepastian hukum, izin yang diberikan koperindag dan Pelayanan terpadu juga
berpengaruh  terhadap eksistensi depot air minum isi ulang di kota
Bukittinggi. Misalnya jika terdapat persengketaan antara pemilik depot air
minum isi ulang dengan konsumen yang telah memiliki izin, proses
penyclesaiannya akan berbeda dengan pemilik depot air minum isi ulang
yang tidak memiliki izin.

1. Pengurusan Izin Usaha

Dalam pendirian depot air minum isi ulang, pemilik usaha depot harus

memiliki izin terhadap air minum dan memiliki SITU (Surat Izin Tempat

Usaha) Dari kantor Dinas Pelayanan Terpadu Kota Bukittinggi. Pengurusan

* pasal | ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen




izin ini merupakan suatu kesadaran hukum dari pemilik depot air minum isi
ulang, guna memberikan perlindungan dan mendapatkan kepercayaan dari
konsumen bahwa depot air minumnya aman dan memenuhi kriteria depot air
minum yang baik dan memenuhi persryaratan kualitas air minum yang telah
ditentukan. Izin ini akan diperoleh oleh si pemilik depot air minum isi ulang
apabila telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor - 736/MENKES/PerVI/2010 yang
menyebutkan bahwa air minum isi ulang harus terbebas dari bakteriologis,
Kimiawi, radio aktif, dan fisik. Namun dalam kenyataannya, masih banyak
depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin sehingga perlindungan
terhadap konsumen lemah.

Izin Usaha yang dimiliki olch pemilik depot air minum isi ulang berupa
SITU yakni surat izin tempat usaha, disini dinas Kantor Pelayanan Terpadu
hanya memberikan izin tempat usaha namun pendirian izin tersebut didukung
dengan adanya izin dari Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan dan Kantor Dinas Keschatan Kota Bukittinggi dengan Syarat-
syarat sebagai berikut i

1. Melampirkan foto copy KTP
2. Pas Photo 3x4 2 Lembar
3. Sertifikat Tanah tempat Usaha

4.Surat perjanjian sewa menyewa/ persetujuan dari pemilik tanah/

bangunan
5.Rekomendasi Amdal/ UPL/UKL/RPL/ Amdal Ilalin dan

rekomendasi lingkungan dan atau persetujuan tetangga scpadan
untuk izin yang dapat menimbulkan gangguan.

6.Poto Copy IMB atau jkartu kuning bagi tcmpat usaha milik
pemerintah

57 Hasil wawancara dengan Bapak Ramon Pegawai K PT pada tanggal 15 April Pukul 09.00 Wib
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7. Denah lokasi tempat usaha

8. Akta pendirian

9. Hasil uji laboratorium dari dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
10. Surat izin dari dinas koperasi dan perdagangan.

Dari hal yang dikemukakan oleh Bapak Raymon tersebut diatas, masih
banyak juga terdapat depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi yang
tidak memiliki izin usaha. Padahal layanan yang diberikan kepada publik
dalam pengurusan izin usaha sudah dilakukan sccara maksimal. Proscsnya
cepat, dan syarat-syarat yang dibe;"ikan merupakan standar yang diberikan
oleh pemerintah kota Bukittinggi, dan izin ini sangat bermanfaat bagi
pedagang dan konsumen karena masyarakat atau konsumen lebih kenal
dengan produk yang akan dibelinya.

Hal terscbut diatas juga dikemukakan oleh Johanes Gunawan bahwa
tujuan dari dari dunia hukum adalab memperkenalkan product Liability yakni
memberikan perlindungan kepada konsumen (consumer protection) agar
terdapat pembebasab resiko yang adil antara produsen dan konsumen (affair
apportionment of risk between producen and consumers)>".

Dengan pendaftran izin inilah pemerintah mewujudkan bentuk
perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang, karena jika tidak
adanya pengawasan dari pcmerintah, produsen secara bebas dan lcluasa

memproduksi barang dan melemparkan hasil produksinya ke pasar tanpa

perlu mencermati lebih kualitas dan mutu barang.”

% Johanes gunawan, Product Liability dalam hukum bisnis Indonesia, Unika Parahyangan,

Bandung, 1994
% Op. Cit Celina Twi




Ditemui dikediamannya, [bu Netti yang ,memiliki usaha depot air minum
isi ulang mengeluhkan mengenai persyaratan yang diberikan oleh pemerintah
begitu sulit dan rumit karena harus mendapat rekomendasi dari Amdal, dan
mengajukan denah lokasi tempat usaha.®® Hal ini dianggap menyulitkan
pelaku usaha karena pelaku usaha tidak mengerti apa itu Amdal dan
bagaimana cara mendapatkan rekomendasi. Sebetulnya hal ini dapat ditangani
dengan mudah jika pemilik depot bersungguh-sungguh dalam mendapatkan
kepastian hukum.

Jika kita lihat dari uraian diatas, terdapat ketidak adilan antara pemilik
depot air minum isi ulang yang memiliki izin dengan yang tidak memiliki
izin. Karena mercka sama-sama memiliki hak dalam berdagang dan berusaha.
Dimana hak-hak tersebut berhak dimiliki oleh setiap pedagang air minum isi
ulang, namun tidak berhak bagi pedagang yang tidak memiliki izin.

Sebagaiman pemerintah Republik Indonesia telah memberikan keadilan
kepada rakyatnya dengan memunculkan Undang-undang Nomor 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi konsumen dan
mencegah terjadinya kerusakan yang akan diderita masyarakat. Dalam hal ini
keadilan tidak hanya diderita olch masyarakat yang tidak mengetahui apakah
air minum isi ulang yang dikonsumsinya aman atau membahayakan, tetapi
juga bagi pemilik depot air minum isi ulang yang memiliki izin. Mereka

bersaing dengan depot yang tidak memiliki izin.

% yasil wawancara pada tanggal 17 April 2011 Pukul 11.00 Wib
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Hal ini hendaknya diatur tegas dalam pemerintahan kota Bukittinggi agar
dibuatkan perda untuk menertibkan pedagang yang tidak memiliki izin,
terutama pedagang air minum isi ulang. Tidak hanya dengan memberikan
himbauan tetapi juga dengan sanksi pidana, Administrasi, dan sebagainya.

Jika kita lihat eksistensinya yang terjadi dalam masyarakat, depot yang
tidak memiliki izin tidak akan bertahan lama karena sewaktu-waktu
pemerintah akan melakukan pengawasan secara eksternal dan konsumcn
sudah mulai beralih kepada depot yang memiliki izin.

Bentuk perlindungan hukum yang kedua yang diberikan olch dinas
kopersi dan perdagangan adalah melakukan pengawasan terhadap layak atau
tidak layaknya AMIU dengan meminta atau melihat bukti kclayakan dari
Laboratotium Dinas Kesehatan. Jika hal tersebut tidak ada atau pemilik depot
tidak memiliki scrtifikat kelayakan terhadap air minum yang dijualnya, maka
dinas koperindag menghimbau agar melakukan pemeriksaan terhadap air
minum isi ulang.®’

Jika kita melihat Permenkes No. 736/MANKES/Per/[V/2010 tentang
laksana pengawasan kualitas air minum, salahsatu bentuk dari perlindungan
hukum bagi konsumen AMIU yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2)
adalah pemerintah harus mempublikasikan hasil pengawasan kualitas air
minum di wilayahnya minimal 1 kali sctahun, dan publikasi terscbut

dilakukan melalui media cetak atau elektronik.

' Ibid
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Hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan
dimana dinas kesehatan tidak sanggup untuk mempublikasikan hasil uji
laboratorium terhadap AMIU kepada publik dengan alasan akan menjadi
boomerang bagi dinas kesehatan. Maka dari itu, hasil uji laboratorium
tersebut hanya diketahui oleh pihak terkait. Namun hal ini sangat disayangkan
karena konsumen tidak mendapatkan informasi mengenai barang yang akan
dikonsumsinya. Hal ini melanggar Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen
dimana konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai jaminan terhadap barang yang akan di konsumsinya.

Untuk melindungi  kepentingan masyarakat utamanya dalam hal
kesclamatan dan kesehatan masyarakat (konsumen) Pemerintah telah
menerbitkan Undang Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan serta
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  Nomor
705/MPP/Kep/2003  tentang persyaratan teknis industri air minum dalam
kemasan dan perdagangannya.

Berdasarkan undang-undang dan Keputusan menteri tersebut dinyatakan
bahwa setiap industri Air Minum isi ulang harus mencrapkan dan
menggunakan mesin dan peralatan produksi serta memenuhi ketentuan teknis
yang discbutkan dalam Lampiran | Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan 705/MPP/Kep/2003, yakni bahan dan mesin peralatan seluruh
mesin terbuat dari bahan yang tara pangan (food grade), tahan korosi dan
tidak bereaksi dengan bahan kimia hingga unit pengolahan air harus

mempunyai alat desinfeksi (ozonator), lampu Ultra violet dan penyaringan




hingga mesin pencuci, pengisian kemasan hingga penutupan kemasan. Dari
syarat-syarat tersebut di atas, pemerintah kota Bukittinggi sudah menerapkan
atruan tersebut kepada depot air minum isi ulang.

Tujuan melakukan analisa dan identifikasi pada proses produksi dan
pemasaran air minum isi ulang sebagai panduan bagi pelaku industri Air
minum isi ulang dalam menjamin keamanan dan kelayakan produk Air
Minum- Isi Ulang dan untuk mempelajari efektivitas penerapan persyaratan
teknis industri air minum dalam kemasan dan perdagangannya.

2. Memenuhi Standar Baku Air Minum

Standar baku kualitas air minum merupakan paramcter yang digunakan
untuk menentukan kualitas air minum. Dengan standar tersebut, dpat
diketahui kualitas air minum layak atau tidak layak diminum. Agar konsumen
tidak dirugikan dari segi mutu barang, maka dapat ditempuh dengan berbagai
cara antara lain standar mutu.®’

Untuk menjamin bahwa agar bila suatu pemerintah atau instansi lain
menentukan aturan teknis atau standar tcknis untuk keperluan keselamatan
umum, keschatan, perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup.
Maka pengawasan mutu produk dilakukan oleh pemerintah untuk mengkaji
kemingkinan resiko, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain
adalah tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi atau kegunaan
akhir yang dituju olch produk.

Secara kasat mata, air terlihat jernib, tidak bewarna, tidak berbau,
sechingga membuat konsumen tertipu dan langsung mengkonsumsinya tanpa

62 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit, Hal 66
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tahu harus membedakannya. Untuk lebih aman saat mengkonsumsi air
minum, harus memenuhi standar uji antara lain :**
A. Persyaratan Fisika

1. Kekeruhan
Kualitas air yang baik adalah jernih (bening) dan tidak keruh. Batas
maksimal kekeruhan air layak minum menurut KEPMENKES Nomor
907/MMENKES/ SK/V11/2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan
Kualitas Air Minum. Kekeruhan air disebabkan oleh partikel-partikel
yang tersuspensi di dalam air yang menyebabkan air terlihat keruh dan
kotor.

2. Tidak berbau dan Rasanya Tawar
Air yang kualitasnya baik adalah tidak berbau dan memiliki rasa tawar.
Bau dan rasa air merupakan dua hal yang mempengaruhi kualitas air.
Bau dan rasa dapat dirasakan langsung oleh indra penciuman dan
pengecap. Bau busuk merupakan sebuah indikasi bahwa telah atau
sedang terjadi proses pembusukkan (Dekomposisi) bahan-bahan
organic oleh mikroorganisme di dalam air. Selain itu, baud an rasa
dapat disebabkan oleh senyawa fenol yang terdapat di dalam air.

3. Wamna
KEPMENKES No. 907/MENKES/SK/VI11/2002 menyatakan bahwa
maksimal warna air yang layak minum adalah 15 skala TCU

B. Persyaratan Kimia

Standar baku kimia air layak minum meliputi batasan derajat keasaman,
tingkat kesadahan, dan kandungan bahan kimia orgdmc maupun anorgamk
pada air, persyaratan kimia sebagai batasan air layak minum sebagai berikut®

1) derajat keasaman (pH)
Menurut KEPMENKES 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat-
syarat dan pengawasan kualitas air minum, maka batas pH minimum
dan maksimum air layak minum berkisar 6,5-8,5.

2) Kandungan bahan kimia organik, dimana air yang baik memiliki
kandungan bahan kimia organik dalam jumlah yang tidak melebihi
batas yang tclah ditetapkan.

C. Persyaratan Biologi
Persyaratan biologi yang tidak mengandung organime pathogen,
karcna organism pathogen berbahaya bagi keschatan manusia. Beberapa

A = =t — i

% Sujana Alamsya, Merakit Sendiri Alat Penjernih Air Untuk Rumah Tangga, Kawan Pustaka,
Jakarta, 2006, Him 12
“ Ibid. hal 13
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mikroorganisme pathogen yang terdapat pada air berasal dari golongan
bakteri, protozoa, dan virus penyebab penyakit.

Kemudian persyaratan selanjutnya adalah tidak mengandung
mikroorganisme nonpatogen, dimana jenis ini memang tidak berbahaya bagi
kesehatan tubuh, namun dapat menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak.

3. Keterangan Laik Sehat

Setelah pemilik usaha depot air minum isi ulang yang diharuskan
memiliki surat izin laik sehat mendapatkan izin laik sehat, kemudian pemilik
harus memperbaharui izin laik sehat yang dimilikinya setiap sekali setahun.
Hal ini sangat penting dilakukan agar persyaratan kualitas air minum
terpenuhi dan kualitas air tersebut tetap aman untuk dikonsumsi.surat
keterangan laik sehat terhadap air minum harus dikeluarkan melalui Dinas
Kesehatan Kota

4. Desain dan Konstruksi Depot

Setelah mendapatkan izin usaha SITU dan surat keterangan laik sehat,
selanjutnya pemilik depot air minum isi ulang harus memenuhi desain dan
kontruksi depot. Seperti yang terdapat dalam lampiran Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yaitu lokasi depot air
minum harus terbebas dari pencemaran yang berasal dari debu di sekitar
depot, daerah tempat pembuangan kotoran/ sampah, tempat penumpukkan
barang bekas, tempat bersembunyi/ berkembang biak serangga, binatang
kecil, pengerat, dan lain-lain. Ruang produksi harus menyediakan tempat

yang cukup untuk penempatan peralatan proscs produksi.
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Area produksi harus dapat dicapai untuk inspeksi dan pembersihan setiap
waktu. Konstruksi lantai, dinding dan plafon area produksi harus baik dan
selalu bersih. Dinding rung pengisian harus dibuat dari bahan yang licin,
bewarna terang, dan tidak menyerap hingga mudah ;1ibersihkan. |

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa depot air
minum isi ulang yang ada di Kota Bukittinggi, ada beberapa depot air minum
yang berada di lokasi kurang bersih. Lokasi depot tersebut berada di lokasi
yang padat penduduk, dekat selokan yang berbau dan tempat ruangan depot
air minum yang sempit.

5. Proses Pengolahan air Minum Isi Ulang

Sebelum dipasarkan kepada konsumen, proses pengolahan air minum isi
ulang ini terlebih dahulu melalui 4 (empat) tahap, yaitu:
1 Penyediaan air baku

Resiko bahaya yang mungkin timbul dari air baku ini adalah adanya
mikroba pada air baku serta kandungan mineral yang tinggi. Hasil
pengamatan terhadap kualitas air baku menunjukkan bahwa rata- rata air baku
yang digunakan beresiko terhadap bahaya biologi dan kimia dan fisika karena
mengandung cemaran mikroba serta bau dan wamna karena yang disebabkan
oleh adanya kotoran dan mikrobiologi pada air baku.

Filtrasi/ penyaringan dalam proses produksi air minum isi ulang
bertujuan untuk menghilangkan kotoran, bau, rasa dan warna. Penghilangan

kotoran, bau, rasa dan warna pada proses produksi air minum isi ulang terjadi

 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 705 Tahun 2003, Lampiran, Hal. 15
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pada penyaringan. Setelah proses filtrasi atau penyaringan tidak ada lagi
proses yang dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran, bau, rasa dan wamna.
Oleh sebab itu, pengendalian terhadap kotoran, bau, rasa dan warna pada
proses ini merupakan titik kendali kritis. | |

Pemantauan terhadap bau, rasa, warna dan kekeruhan harus dilakukan
setiap hari minimal 2 kali, yaitu pada pagi hari/ awal proses dan setelah
istirahat. Hasil pengamatan ini harus dicatat Pengambilan sampel dilakukan
pada tahapan penyaringan akhir sebelum proses desinfeksi. Jika hasil
penyaringan belum memenuhi persyaratan maka perlu dilakukan
penggantian filter.

2. Proses Desinfeksi

Proses desinfeksi bertujuan untuk menghilangkan atau membunuh
mikroba (bakteri) terutama bakteri patogen. Proses desinfeksi dilakukan
menggunakan ozon pada tangki pencampur dan selama ozon masih ada dalam
kemasan. Selain itu, proses desinfeksi juga dapat dilakukan dengan
menggunakan sinar lampu ultraviolet. Penyinaran dengan lampu ultraviolet
ini dapat dilakukan sebelum pengemasan.

Dalam Proses desinfeksi pengendalian terhadap kadar ozon merupakan
titik kendali kritis, karena jika proses desinfeksi yang dilakukan tidak
memadai maka produk yang dihasilkan akan mengandung cemaran mikroba
sesaat setelah pengisian. Proses disinfeksi dilakukan minimum 2 kali yaitu
yaitu pada pagi hari/ awal proses dan setelah istirahat. Hasil pengamatan ini

harus dicatat scbagai bukti pelaksanaan pengendalian mutu yang efektif.
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3. Pengisian

Resiko bahaya terkait proses pengisian air kedalam kemasan adalah
resiko bahaya biologi, kimia dan fisika. Resiko bahaya biologi timbul dari
resiko terkontaminasinya air oleh. mikroba yang terdapat 'pz-ada ruang
pengisian dan peralatan pengisian maupun dari personil. Sedangkan resiko
bahaya kimia dapat timbul dari penggunaan bahan kimia untuk sanitasi
peralatan yang bersentuhan dengan produk. Resiko bahaya fisika dapat timbul
dari adanya benda asing yang terdapat dalam kemasan atau peralatan yang
bersentuhan dengan produk Pengendalian terhadap bahaya biologi meliputi
seluruh aspek yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba yang akan
menyebabkan terjadinya kontaminasi. Pengendalian dilakukan melalui
program sanitasi ruangan pengisian menggunakan bahan desinfektan yang
sesuai misalnya pembersihan permukaan yang bersentuhan dengan produk
untuk diminum. Analisa resiko dan potensi bahaya dalam suatu proses
produksi sangat penting dilakukan resiko bahaya yang mungkin timbul dari
suatu proses.

Untuk mendapatkan air yang memenuhi syarat kesehatan harus
memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan dari penetapan
persyaratan tersebut untuk mencegah masyarakat terkena dampak dari
penggunaan air minum yang tidak sehat, dampaknya tidak saja untuk
sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Kualitas air baku yang
ada di Sungai Tanang dikenal sebagai sumber air yang baik, lebih baik

dibandingkan kualitas air yang diambil dari sumur bor di Palolok, namun
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dirugikan tindakan yang di ambil adalah dengan cara pindah ke depot air
minum lain.%
B. Pengawasan Eksternal dan Internal

Pengawasan Eksternal

Perlindungan yang diberikan pemerintah dalam penggunaan barang dan
jasa adalah dalam bentuk pengawasan peredaran barang atau jasa
dimasyarakat. Yang dimaksud pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang
diawali pengamatan kasat mata, pengujian, dan penelitian terhadap barang
yang beredar dipasar, guna memastikan kesesuaian barang atau jasa tersebut
dalam memenuhi standar produksi barang atau jasa. Oleh karena itu air
minum isi ulang merupakan jenis barang yang beredar dalam masyarakat dan
harus dilakukan pengawasan oleh pemerintah.

Mengenai standar mutu air minum, yang layak dikonsumsi oleh
Masyarakat sesuai dengan wawancara penulis dengan bapak Zamzami,
Kepala seksi penyehatan lingkungan pada tanggal 09 April 2011 di Dinas
Kesehatan Kota Bukittnggi jalan Prof. M. Yamin SH, mengatakan bahwa
pada umumnya air minum yang di konsumsi pada depot air minum isi ulang
di Kota Bukittinggi dapat dikatakan aman dari zat-zat kimia, karena kota
Bukittinggi tidak memiliki pabrik-pabrik yang berbahan kimia. Dan mengenai
bakteri yang terdapat dalam air minum isi ulang, kemungkinan masih terdapat

bakteri di dalamnya.®’

% Wawancara dengan konsumen AMIU yang pernah merasa dirugikan pada 31 Maret 2011 pukul
16.10 wib
7 Hasil wawancara di Dinas Kesehatan kota Bukittinggi, tanggal 09 April pukul 09.30.wib
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Langkah berikutnya dalam pendirian depot air minum isi ulang di Kota
Bukittinggi setelah mendapatkan izin SITU, keterangan laik sehat hingga
desain industry dan konstruksi tempat yang terakhir adalah dilakukannya

pengawasan terhadap depot air minum yang ada di Kota Bukittinggi setiap

—

tiga bulan sekali. Kegiatan pengawasan ini meﬁpuli 2

1. Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi
Pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan
pada seluruh unit pengelolaan air minum, mulai air baku, instalasi,
pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan
jaringan distrisbusi sampai sambungan rumah bagi air minum
perpipaan.
2. Pengambilan Sampel
Jumlah, frekuensi, dan titik sampel air minum harus dilaksanakan
sesuai kebutuhan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan
pengambilan :
a) Pemeriksaan kualitas bakteriologi
b) Pemeriksaan kualitas kimiawi
c) Pemeriksaan kualitas air minum
d) Hasil dari pemeriksaan laboratorium harus disampaikan
kepada pemakai jasa selambat-lambatnya 7 hari untuk
pemeriksaan mikrobiologik dan 10 hari untuk pemeriksaan
kualitas kimiawi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, maka keluhan yang
disampaikan oleh para pelaku atau pemilik depot air minum isi ulang adalah
masalah mengenai biaya yang dikeluarkan oleh pemilik depot air minum
tergolong mahal dan harus dilakukan secara rutin hingga hal ini yang mebuat
pemilik depot malas dalam melakukan pemeriksaan ke Dinas Kesehatan kota
Bukittinggi.

¢) Pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum dapat
dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan karena adanya

6 Lampiran IT Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 907/Menkes/SK/V1I/2002 Tentang
Syarat-syarat dan pengawasan Kualiatas Air Minum
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dugaan terjadinya pencemaran air minum yang menyebabkan
terjadinya gangguan kesehatan atau kejadian luar biasa.

f) Parameter kualitas air yang diperiksa yaitu parameter
mikrobiologi, kimia anorganik, parameter fisik, parameter
kimiawi

- g) Parameter kualitas air .dapat dilakukan pemeriksaan apabila
adanya indikasi pencemaran oleh barang tersebut.

h) Bahan kimia yang diperbolehkan digunakan untuk pengolahan
air, hanya yang mendapat rekomendasi dari dinas kesehatan
setempat. Hasil pengawaan kualitas air wajib dilakukan secara
berkala oleh kepala Dinas Kesehatan setempat kepada
pemerintah Kabupaten/ Kota setempat secara rutin.

Pengawasan Internal

Untuk memeriksa air terbebas dari zat kimia dan bakteri, maka yang
memiliki depot air minumlah yang memeriksakan airnya kepada laboratorium
dinas kesehatan kota Bukittinggi. Dimana syarat-syarat yang harus dipenuhi
oleh pemilik depot terhadap air minum yang akan diajualnya adalah harus
sesuai dengan peraturan menteri Nomor 492/ Menkes/ Per/ 1V/2010 tentang
persyaratan kualitas air minum dimana parameter Mikrobiologi hingga radio
aktif harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh menteri |
kesehatan Republik Indonesia.””

Namun hal ini kurang mendapatkan sambutan yang baik dari pemilik
AMIU untuk memeriksakan air yang dijualnya. Pemilik depot air minum
cenderung menutup diri untuk melakukan pemeriksaan meskipun telah
diundang oleh dinas kesehatan untuk melakukan penyuluhan.”” Hal ini
dikarenakan pemilik depot enggan membawa sampel air yang dijualnya

kepada dinas Kesehatan Kota Bukittinggi karena untuk memeriksanya

% Lampiran Permenkes Nomor 492/Menkes/ Per/ [V/2010 Tentang Persyaratan KualitasAir
Minum.
" ibid
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mengeluarkan biaya, meskipun biaya yang dikeluarkan tidak relative mahal
namun jika hal tersebut dilakukan secara rutin dan berkala maka biaya yang
dikeluarkan akan terhitung mahal, dan menyita waktu.”!

| Dengan keadaan dcmikiz;n-pada kenyataannya konsumen air minum isi
ulang masih menemukan air minum yang tidak sesuai dengan standar mutu
air minum yang mana air yang dijual oleh depot air minum isi ulang aimya
berlunau dan bewarna, hal ini seperti yang divaraikan oleh Ibu Fitriyanti
sebagai salah satu pelanggan depot air minum isi ulang yang beralamat di
jalan By Pass Aur kuning.

Dari kenyataan demikian, dinas kesehatan hanya menghimbau kepada
konsumen agar tidak membeli air pada depot air minum tersebut untuk
menghindari gangguan kesehatan. Kewenangan dinas kesehatan terhadap
konsumen air minum isi ulang pada saat ini hanya sebatas memberikan
himbauan-himbauan kepada masyarakat agar pandai dan jeli dalam membeli
AMIU.

Dari hal tersebut diatas, hendaknya pemerintah kota tidak hanya
menghimbau konsumen agar berhati-hati dan pandai dalam memilih air
minum isi ulang. Hal yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemerintah
benar-benar melakukan pengawasan secara eksternal terhadap depot air
minum secara rutin. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu pelanggan air

minum isi ulang.”

"' Hasil wawancara dengan pemilik depot AMIU tanggal 10 April 2011pukul 14.00 Wib
"2 Hasil wawancara dengan Ibu Nilawati salah satu pelanggan depot air minum isi ulang di kota
Bukittinggi, tanggal 05 April pukul 17.00
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Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Refda Ningsih pada bidang
Perindustrian di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Pelaku usaha
harus memiliki 4 (empat) macam surat izin usaha yaitu SITU, TDI, SIUP, dan
TDP. Dalam masala.h- yang satu ini Dinas Koperasi, Perindustrian,
Perdagangan sudah memberikan himbauan kepada pelaku usaha agar
memiliki surat izin baik dengan cara himbauan secara langsung, selebaran,
maupun dengan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Adapun peraturan yang ikut mengatur dalam kualitas Air Minum adalah
Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 416 tahun 1990 tentang Syarat-syarat
Pengawasan Kualitas Air dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 736/
MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kwalitas Air
Minum. Faktor pendorongnya adanya peraturan yang mengatur depot air
minum, faktor penghambatnya masyarakat kurang mengerti akan pentingnya
air bersih, kelayakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Tapi,
alangkah lebih baik adanya suatu peraturan daerah yang mengatur lebih tegas
mengenai depot air minum isi ulang di Kota Bukitttinggi sehingga
pemerintah daerah dapat menindak dengan tegas pelaku usaha depot air

minum yang melanggar peraturan, tidak hanya memberikan surat teguran.
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BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM SECARA REPRESIF TERHADAP
KONSUMEN ATAS PRODUK AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA

BUKITTINGGI

A. Perlindungan Hukum Secara Represif Dalam Bentuk Lisan
Kebutuhan masyarakat akan air yang layak dan aman untuk diminum terus
meningkat dari tahun ke tahun karena berlangsungnya pencemaran
lingkungan yang menurunkan mutu air minum, industri Air Minum isi ulang
terus berkembang disertai dengan berkembangannya pengusaha air minum
lainnya yang tidak termasuk kategori Air Minum Isi Ulang. Untuk
mengetahui perlunya dibuat ketentuan yang melindungi masyarakat luas
terhadap segala macam produk khususnya produk air minum isi ulang, untuk
memberikan gambaran dampak penggunaan depot air minum dimasyarakat.
Di Kota Bukittinggi instansi yang berwenang dalam memberikan
pengawasan dan pembinaan adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi,
Perindustrian, perdagangan Kota Bukittinggi. Dinas kesehatan bertugas
mengawasi depot air minum isi ulang.pengawasan kualitas air minum
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi melalui kegiatan:
1. Inspeksi sanitasi dan pengambilan sample air termasuk air pada sumber
baku, proes produksi, proses produksi, jaringan distribusi, dan air

minum isi ulang.
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2. Pemeriksaan kualitas air dilakukan di tempat/ di lapangan dan atau di
labortarium.

3. Analisis hasil pemeriksaan labortarium dan pengamatan lapangan.

4. Mt.em-beri rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dari hasil
kegiatan yang ditujukan kepada pengelola penyediaan air minum.

5. Tindak lanjut upaya penangulangan/ perbaikan dilakukan oleh
pengelola penyediaan air minum.

6. Penyuluhan kepada masyarakat.

Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan Inspeksi Sanitasi pada
sumber air baku, dan pada proses produksi. Kemudian ditindaklanjuti dengan
pengambilan sampel pada titik yang telah ditentukan. Untuk sampel
bakteriologis ada lima titik pengambilan yaitu pada air baku, tandon/ tangki
air baku, lemari pengisian satu, lemari pengisian dan kran pencucian. Sedang
untuk sampel kimia ada tiga titik pengambilan yaitu pada air baku, tandon/
tangki air baku dan lemari pengisian. Dari analisis laboraorium, untuk sampel
kimia umumnya memenuhi syarat. Dan untuk sampel bakteriologis dari
semua titik pengambilan ditemukan ada yang tidak memenuhi syarat.

Hal ini merupakan indikasi adanya E. Coli. Untuk mengantisipasi
terjadinya kontaminasi E. Coli pada semua titikk, Seksi Penyehatan
Lingkungan melakukan berbagai upaya pendekatan dan pembinaan kepada
pihak pengusaha depot agar melakukan upaya perbaikan pada titik-titik yang

ditemukan tidak memenuhi syarat. Kemudian dilakukan kembali pemeriksaan
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sampel secara berulang sampai ditemukan hasilnya memenuhi syarat, tanpa
membebani pengusaha depot untuk membiayai pemeriksaan sampel.

Upaya pengawasan kualitas Air Minum Isi Ulang yang dilakukan oleh
S.ek-si Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi yang
bekerja sama dengan Laboratorium Kualitas Air Dinas Keschatan Kota
Bukittinggi, diharapkan akan dapat menghilangkan opini khalayak umum
bahwa kualitas Air Minum Isi Ulang tidak terjamin dan tidak layak untuk
dikonsumsi. Masyarakat akan lebih percaya bahwa kualitas Air Minum Isi
Ulang sama baik kualitasnya dengan Air Minum kemasan lainnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam Air
Minum Isi Ulang sebagai Badan berwenang melakukan pengawasan
keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar. Melaksanakan fungsi
pengawasan badan berwenang untuk Mengambil contoh air yang beredar dan
Melakukan pengujian terhadap contoh air. Namun, semua itu tidak berjalan
sebagaimana mestinya contohnya dalam hal pengambilan air sampel sumber
baku, pada kenyataannya tidak pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota
Bukittinggi. Sampel yang diperiksa hanya air yang telah diolah pelaku usaha
depot air minum isi ulang dan siap dikonsumsi oleh konsumen.

Sedangkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berwenang
memberikan pembinaan kepada depot air minum isi ulang. Pembinaan
tersebut meliputi pengunaan air baku, proses produksi, mesin peralatan, serta

perdaganganya dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
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Selain itu Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan juga berkewajiban
memberi himbauan kepada pelaku usaha agar mendaftarkan usahanya.

dalam hal memberikan himbauan dinas terkait menegur pemilik depot air
minum isi ulang di kota Bukittinggi dengan cara lisan yakni mengundang
depot air minum yang belum terdaftar ke Dinas kesehatan dan memberikan
arahan untuk mendaftarkan depot air minum dengan melalui proses yang
telah di tetapkan oleh pemerintah Kota Bukittinggi.

Usaha depot air minum isi ulang merupakan suatu usaha yang bergerak
dalam bidang pelayanan jasa air minum senatiasa meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat konsumen, apalagi setelah disahkannya undang-undang
Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999. Maka pelayanan terhadap
konsumen harus segara diimpletasikan dengan cara memakai strategi-strategi
pelayanan agar masyarakat konsumen merasa puas dengan pelayanan yang
diberikan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan tidak ada keluhan
yang merugikan para pelanggan depot air minum isi ulang.

Hal ini terlihat jelas kalau kita membaca pasal 3 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen yang menyatakan perlindungan konsumen
bertujuan. Adapun tujuan dari memberikan perlindungan dinyatakan dalam
pasal 3, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi dirinya.
2. Mengangkat harkat dan martabat dengan cara menghindarkannya dari

akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa.
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3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistim perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan ketertiban informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai kepentingan
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggungjawab dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan
dan keselamatan konsumen.

Sedangkan tujuan secara umum yakni:
1. Menciptakan sistim perlindungan konsumen yang mengandung unsur
keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum.

2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruh pelaku
dunia usaha.

3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang
menipu dan menyesatkan.

Berkaitan dengan hal diatas, setiap orang yang hendak menjadi
pelanggan depot air minum isi ulang terlebih dahulu harus menentukan dan

memilih dan dapat menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Aturan
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mengenai hak seorang konsumen juga dituangkan dalam pasal 4 UU
Perlindungan Konsumen, yaitu
“ Hak Konsumen adalah: "

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/ atau jasa.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa
yang digunakan.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi dan/ atau penggantian
apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan

lainnya.

"3 Ibid. Pasal 4.
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B. Perlindungan Represif Dalam Bentuk Tulisan

Adapun menurut hasil wawancara dengan Bapak Zamzami,Skm kepala
seksi penyehatan masyarakat, bentuk perlindungan hukum depot air minum
isi ulang di Kota Bukittinggi meliputi :

1. Standar mutu air bersih dan air minum yang sesuai dengan standar
kesehatan dari Depertemen Kesehatan .

2. Dinas kesehatan bertugas melakukan pengawasan terhadap depot air
minum isi ulang yang merupakan tugas pokok yang meliputi pelayanan
kesehatan, pencegahan, penyehatan lingkungan masyarakat. Sedangkan
bidang yang mempunyai tugas dalam pengawasan depot air minum terdiri
dari menerima, merekap, dan menganalisa laporan tentang depot air
minum. Kemudian melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan depot air
minum isi ulang, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada
masyarakat tentang kualitas air pada depot air minum isi ulang, serta
melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan labotarium.

3. Pengaduan atau pelaporan mengenai keluhan masyarakat, hal tersebut
dapat dilakukan dengan memberikan surat teguran kepada pelaku yang
bersangkutan dan dilakukannya pengujian dan/ atau tes labor terhadap
depot air minum tersebut.

Dengan adanya sanksi yang diberikan oleh dinas kesehatan secara tertulis
terhadap depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar diharapkan
kepada pel;aku usaha untuk memenuhi syarat-syarat terhadap usahanya mulai

dari pengurusan izin hingga uji layak konsumsi air minum.
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Pengawasan kualitas air perlu dilaksanakan untuk mengetahui keadaan
sanitasi sarana air minum dan kualitas air secara bakteriologis maupun kimia
sebagai data dasar dalam memberikan rekomendasi atau tindak lanjut untuk
pengamanan kualitas terhadap upaya perlindungan, perbaikan kualitas air
dan penyuluhan kepada pihak terkait. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam
proses pengolahan air, peralatan harus berfungsi dengan baik, mampu
mengolah air baku untuk mereduksi kandungan partikel-partikel fisik,
kimiawi yang tinggi dan mampu membunuh mikro organisme yang
berbahaya, sehingga hasil produksi air langsung bisa diminum dan memenuhi
syarat kesehatan. Untuk mengetahui kualitas minum, perlu dilakukan
pemeriksaan kualitas air dilaboratorium, dengan indikator bahwa apabila
dalam sampel air ditemukan bakteri coliform atau E. Coli, maka air tersebut
tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum.

Usaha depot air minum merupakan usaha yang harus memperhatikan
kualitas air. Kualitas air yang dikonsumsi oleh manusia dapat dipengaruhi
oleh berbagai macam faktor diantaranya kualitas air baku, alat yang
digunakan, proses pengolahan maupun perilaku manusia itu sendiri dalam
mengkonsumsi air.

Maraknya usaha depot air minum belum diikuti oleh pengawasan higinis
sanitasi terhadap usaha tersebut oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas
Kesehatan Kota Bukittinggi belum mempunyai wewenang yang tegas, Dinas
Kesehatan Kota Bukttinggi cuma berwenang dalam hal pengawasan saja.

Sedangkan hak mengumumkan atau mempubliksaikan hasil uji laboratorium,
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tidak terlaksana senagaimana yang diatur dalam permenkes no
736/MENKES/PER/VI/2010. serta untuk mencabut izin usaha depot air
minum isi ulang apabila depot tersebut tidak memenuhi persyaratan depot air
minum isi ulang yang ditetapkan Keputusan Menteri perindustrian dan
Perdagangan nomor 705/MPP/Kep/11/2003 atau berdasarkan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999.

' Pemeriksaan kualitas air hasil olahan depot air minum hanya dilakukan
pada saat pengurusan surat izin mendirikan depot air minum. Hal tersebut
dikarenakan kelayakan higinis sanitasi depot air minum merupakan salah satu
persyaratan perizinan usaha tersebut.

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Bukittinggi
yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah
Daerah Kota Bukittinggi di bidang yang meliputi pelayanan kesehatan,
pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan dan
pemukiman, kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas
Kesehatan dibagi menjadi 4 bidang, yaitu bidang pelayanan kesehatan, bidang
pencegahan dan pemberantasan penyakit, bidang penyehatan lingkungan dan
pemukiman, bidang kesejahteraan sosial.

Bidang penyehatan lingkungan dan pemukiman mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian urusan dinas dalam bidang penyehatan
lingkungan meliputi penyediaan air bersih, pembuangan air limbah, jamban
keluarga, program rumah sehat, tempat pembuangan sampah dan penyuluhan

kesehatan. Fungsi seksi Penyehatan Lingkungan yang berkaitan dengan
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pengawasan depot air minum terdiri dari: menerima, merekap dan
menganalisa laporan tentang depot air minum.

Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan depot air minum,
melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang kualitas
air pada depot air minum, melaksanakan tugas yang berkaitan dengan
kegiatan laboratorium. Berdasarkan hasil observasi selama penelitian
didapatkan pelaksanaan tugas pokok seksi Penyehatan Lingkung.an yang
berkaitan dengan pengawasan depot air minum.

Seharusnya Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kualitas air curah
secara rutin pada laboratorium sesuai dengan Surat Keputusan Menteri
Kesehatan No: 736/Menkes/per/V1/2010, sehingga kualitas hasil produksi air
minum tersebut dapat terjamin dan konsumen tidak dirugikan.

Pemeriksaan secara rutin bertujuan untuk mengetahui higinis sanitasi
dan kualitas air minum baik fisik, kimia dan bakteriologis pada air minum isi
ulang. Pemeriksaan higinis sanitasi yang harus dilakukan Dinas Kesehatan
adalah pemeriksaan kelayakan lingkungan tempat usaha, kelayakan alat untuk
proses pengolahan air, sumber air baku yang digunakan serta higinis sanitasi
dalam proses pengolahan air hingga air hasil olahan dijual kepada konsumen.
Pemeriksaan kualitas air yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan hanya pada air
curah atau air dari hasil produksi yang siap dipasarkan kepada konsumen,
seharusnya pemeriksaan kualitas air dilakukan pengambilan sampel air pada

tiga titik yaitu: air baku, air proses dan air curah.
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Dinas Keschatan Kota Bukittinggi berfungsi sebagai pemberi
rekomendasi tentang kelayakan higinis sanitasi. Untuk membuat rekomendasi
tersebut, Seksi Penyehatan Lingkungan sebagai penanggung jawab kegiatan,
menugaskan stafnya untuk melakukan inspeksi sanitasi dan pengambilan
sampel air curah pada depot air minum. Sampel air tersebut kemudian dikirim
ke laboratorium untuk mengetahui kualitas air minum isi ulang, apakah air
minum tersebut memenuhi syarat kesehatan atau tidak.

Rekomendasi layak sehat untuk perusahaan Depot Air Minum diberikan
oleh Seksi Perizinan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman Dinas
Kesehatan Kota Bukittinggi. Rekomendasi tersebut keluar setelah
memperoleh hasil pemeriksaan laboratorium dari seksi Penyehatan
Lingkungan dan Pemukiman. Dari proses pemberian rekomendasi layak sehat
bagi perusahaan Depot Air Minum, terdapat koordinasi atau kerja sama antara
seksi perizinan dengan seksi Penyehatan Lingkungan dan pada Dinas
Kesehatan.

Dalam hal perizinan Depot Air Minum, seharusnya ada koordinasi atau
kerja sama dengan lintas sektor, yaitu antara Dinas Kesehatan yang
mengeluarkan rekomendasi layak sehat dengan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan yang mengeluarkan surat Tanda Daftar Perusahaan, kemudian
Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi bagian Perekonomian yang
mengeluarkan izin usaha Depot Air Minum. Koordinasi tersebut belum dapat
dijalankan secara optimal, untuk menertibkan Perusahaan Depot Air Minum

yang tidak memiliki izin.
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Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Dinas Kesehatan untuk
menertibkan Depot Air Minum yang tidak memenuhi ketentuan-
ketentuanyang berlaku, karena belum ada Peraturan daerah yang mengatur
tentang perizinan usaha depot air minum.

Faktor- faktor penghambat dalam penegakan perlindungan konsumen
bagi konsumen produk air minum isi ulang di Kota Bukittinggi yaitu:

a. Pemerintah _

Di Kota Bukittinggi instansi yang berwenang adalah Dinas
Keschatan dan Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian. Pada
Dinas kesehatan sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti sedangkan
pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan hambatannya adalah
dalam sumber daya manusia khususnya untuk di lapangan. Dinas
Koperasi, Perindustrian, Perdagangan masih kekurangan tenaga khusus
yang menangani depot air minum isi ulang.

Penyelesaiannya adalah dengan adanya perekrutan staf atau
karyawan yang menangani langsung masalah-masalah depot air minum
isi ulang sehingga pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen dapat
dilakukan dengan tepat karena apabila ada pelaku usaha yang melanggar
aturan dapat  ditindak. Selain itu Dinas Koperasi, perindustrian,
Perdagangan harus lebih sering memberi pelatihan atau penyuluhan

mengenai depot air minum isi ulang.
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b. Pelaku usaha

Hambatan dari pelaku usaha yaitu masih kurangnya kesadaran
untuk lebih cermat dalam pengolahan air minum isi ulang agar tidak ada
konsumen yang merasa dirugikan baik hal tersebut dari segi peralatan,
budidaya kerja dari karyawan, dan pengetahuan tentang pengolahan
depot air minum yang benar. Selain itu, masih rendahnya kesadaran dari
pelaku usaha untuk mendaftarkan dep(;mya di Dinas Koperasi,
Perdagangan, dan Perindustrian.

Pelaku usaha hendaknya mengindahkan himbauan dari dinas
terkait untuk mendaftarkan usahanya sehingga pertanggungjwaban
terhadap konsumen akan lebih sempurna selain itu dengan terdaftarnya
depot air minum akan lebih memberi kepercayaan tersendiri bagi
konsumen. Dari segi karyawan atau pelaku usaha sendiri sebaiknya
sering menghadiri pelatihan- pelatihan yang diadakan oleh dinas terkait
karena hal tersebut akan memberikan bagi pelaku usaha atau karyawan
pengetahuan yang lebih mengenai pengolahan air minum menurut
standar mutu baik itu berupa penyuluhan atau pelatihan.

c. Konsumen

Konsumen disni adalah pengguna air minum isi ulang di Kota
Bukittinggi dari konsumen sendiri yang menjadi hambatan adalah masih
terbatasnya pengetahuan mengenai standar mutu air minum isi ulang
yang layak dikonsumsi. Mereka terkadang cuma berpatok kepada harga

yang murah saja tanpa mengetahui mutu air minum yang dikonsumsi.
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Konsumen merupakan pihak yang lemah karena sering dirugikan
oleh karena itu sebaiknya konsumen harus mengetahui hak- haknya
sebagai konsumen. Khusus pada produk air minum isi ulang sebaiknya
konsumen mengetahui standar mutu air minum dan dapat memilih depot
air minum yang memenuhi standar air minum sehingga konsumen tidak
dirugikan nantinya. Konsumen jangan hanya mementingkan harga yang
murah saja tapi juga bagaimana mutu-air isi ulang tersebut apakah sudah
memenuhi standar mutu air minum.

Lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen dimasa lalu
menyebabkan konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Dengan
keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
Konsumen, diharapkan konsumen bukan lagi menjadi objek bagi pelaku
usaha untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.
Diterbitkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen selain untuk
melindungi hak-hak konsumen secara hukum, juga bertujuan untuk dapat
memberdayakan konsumen.

Adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam
memperjuangkan hak-haknya, merupakan perwujudan dari asas keadilan
dan azas kepastian hukum yang terkandung dalam UU Perlindungan
Konsumen. Selain itu dari pengertian perlindungan konsumen yang
terdapat pada Pasal 1 Angka (1) UU Perlindungan Konsumen, Kepastian
hukum adalah tujuan terakhir memberikan perlindungan kepada

konsumen.
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Di kota Bukittinggi, sampai sekarang belum ada terjadi kasus
persengketaan antara konsumen dengan produsen air minum isi ulang
yang perlu adanya suatu lembaga yangakan menangani masalah tersebut.
Namun pemerintah Kota Bukittinggi telah mulai menyiapkan sarana
untuk menyelesaikan masalah jika terjadi hal yang tidak diinginkan
antara konsumen air minum isi ulang dengan pemilik depot air minum isi
ulang maka untuk menyelcséikan permasalahannya adalah melalui,
BPSK’* (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Di kota Bukittinggi
baru akan dibentuk BPSK yang direncanakan akan dibentuk pada tahun
2011 ini. Akan berbeda dengan pemilik depot yang tidak memiliki izin
maka mereka sendiri yang akan menanggung resiko atau penggantian
kerugian dengan konsumen atau pelanggan yang bersengketa dengannya.

Dalam hal ini hendaknya balai BPOM ikut berperan dalam
memberikan perlindungan kepada konsumen air minum isi ulang. Karena
BPOM merupakan lembaga tertinggi dalam provinsi dalam mengawasi
onat dan makanan untuk melindungi konsumen. Dan hendaknya dinas
kesehatan kota Bukittinggi bekerjasama dalam memberikan perlindungan

hukum kepada konsumen dengan balai BPOM

™ Hasil wawancara dengan Ibu Refda Ningsih di kantor dinas Koperindag
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka
berikut ini merupakan kesimpulan dan saran penulis dari pembahasan
penelitian ini :
i Perlindung;m hukum secara preventif bagi konsumen air minum isi
ulangdi kota Bukittinggi diwujudkan dalam bentuk :

a. Adanya norma yang mewajibkan bahwa setiap pengusaha depot air
minum isi ulang di kota Bukittinggi harus memiliki izin pendirian
usaha maupun izin laik schat dari laboratorium pemerintah kota
Bukittinggi. Namun kenyataannya masih terdapat depot air minum di
Kota Bukittinggi yang tidak memiliki izin usaha maupun izin dari
dinas kesehatan Kota Bukittinggi.

b. Setelah izin diberikan untuk pengusaha depot air minum isi ulang,
selanjutnya perlindungan diberikan dengan melakukan pengawasan
secara eksternal yang ditindak lanjuti oleh dinas terkait di Kota
Bukittinggi.

2. Perlindungan secara represif terhadap konsumen air imunum isi ulang,
dilaksanakan dengan memberikan sanksi administratif berupa :

a. Teguran secara lisan dimana teguran diberikan oleh dinas terkait

seperti Dinas Koperindag, Dinas KPT, dan Dinas Kesehatan Kota
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B.

Bukittinggi dengan cara mendatangi depot air minum yang tidak

memiliki syarat administratif.

b. Teguran secara tulisan dengan mengirimi pemilik depot surat agar

mendaftarkan usahanya dan memperoleh izin usaha. Namun Pada
kenyataannya Teguran yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari
Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan, kantor pelayanan
terpadu, hingga dinas Kesehatan Kota Bukittinggi masih kurang
maksimal sehingga perlindungan yang diberikan kepada masyarakat

masih lemabh.

Saran

Saran- saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut :
Masyarakat sebagai konsumen berhak mendapatkan informasi terhadap
barang yang akan digunakannya sesuai dengan Undang-undang
perlindungan konsumen. Selain itu konsumen jangan merasa ragu untuk
melaporkan jika ada air minum yang berlumut dan keruh kepada dinas
kesehatan agar dinas kesehatan terjun langsung memeriksa secara
eksternal ke depot-depot yang terkontaminasi oleh bakteri. Untuk
pemilik depot air minum isi ulang hendaknya menjadi pengusaha yang
sadar hukum sehingga dalam mendirikan usaha haruslah memenuhi
prosedur mulai dari pengueusan izin usaha hingga laik sehat air minum.
Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna air
minum isi ulang, dalam hal ini dinas kesehatan, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, serta Dinas Pelayanan Terpadu haruslah meningkatkan
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pengawasan dan menegakkan sanksi terhadap pemilik depot air minum
isi ulang di Kota Bukittinggi. Pemerintah juga dapat bekerjasama
dengan polisi pamong praja untuk ikut menertibkan depot-depot yang

tidak memiliki izin. Selain itu hendaknya ada kerjasama antara Dinas |
Kesehatan dengan balai BPPOM untuk memberikan perlindungan
kepada depot air minum isi ulang di kota Bukittinggi. Karena BPPOM
merupakan badan yang berwenang dalam pengawasan terhadap obat

maupun makanan di daerah.
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[ PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
W¢ | KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JIn. Perwira No. 33 @ (0752) 626633 Kode Pos 26136 Bukittinggi
E-mail : terpadu@kpt-bukittinggi.go.id Web Site : www kpt-bukittinggi.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 43! /KPPT-VII/BKT-2011

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BUKITTINGGI,

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANGGUN LESTARI SURYAMIZON

Tempat/Tgl Lahir . Bukittinggi/ 31 Agustus 1987

NO. BP : 09.212.11.112

Fakultas/Jurusan : Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas
Alamat : Kabun Pulasan Bukittinggi

Judul Skripsi . Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang

di Bukittinggi.

Benar telah melaksanakan penelitian/riset di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Bukittinggi, dari tanggal 14 April s/d 31 Mei 2011 sesuai Rekomendasi
Penelitian dari Kantor KesbangPol dan Linmas Kota Bukittinggi Nomor : 074/249/KB-KPL/2011.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 2? Juli 2011




TTiNGeT] PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

*

o KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JI. Jend. Sudirman No. 27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

1ZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN/SURVEY
Nomor : 074/2~13 / KB-KPL/2011

Kami Walikota Bukittinggi, berdasarkan :

Surat Dari ;" Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang
Nomor : 78/H.16.52/PL/2011
Tanggal : 08 Maret 2011
Dengan ini memberikan kesempatan melakukan penelitian/survey kepada :
- Nama : ANGGUN LESTARI SURYAMIZON
Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi / 31 Agustus 1987
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kabun Pulasan Bukittingi
Nomor Identitas $°092121@10 2
" Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang
i i Di Kota Bukittinggi
Lokasi/Tempat Penelitian : Kantor Pelayanan Periizinan Terpadu Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 14 April 2011 s/d 31 Mei 2011
Anggota Peneliti 1 e
Digunakan Untuk : Penyusunan tesis

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka tujuan penelitian.

2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan
menunjukkan surat Izin Melaksanakan Penelitian serta melaporkan diri sebelum
meninggalkan Daerah Penelitian kepada Walikota Bukittinggi c¢/q Kepala Kantor Kesbang
Pol dan Linmas.

3. Mematthi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat masyarakat
setempat. L

4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Walikota
Bukittinggi cq. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Penelitian selesai.

5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat
Izin Melaksanakan Penelitian/Survey ini akan dicabut.

Demikian Surat lzin Melaksanakan Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Bukittinggi, lc} April 2011

An. WALIKOTA BUKITTINGGI
KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS
* KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

Nip. 1£690424 198101 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
Direktur Pascasarjana Universitas Andalas Padang
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
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J1. Prof. M. Yamin SH. Telp. (0752) 628195 Bukittinggi
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Nomor

Pernihal

Sampe! Berasal
Lokasi

Petugas Pengambil
No Laboratorium
Tanggal Terima

1lq2z /DKK/LAB/IX /2009
: Hasil Pemeriksaan Baktericlogis Air Minum
: Depot Air Minum * ALAMI [”
: Gulai Bancah

: Ayu Aulia AmKL

: 1105

: 01 September 2009

Kepada Yih :

Pimpinan Depot Air Minum * ALAMI I

di
Bukittingg:

l

Tanggal / Jam

PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGIS

No Titik Sampling / Sumber Diambil Tes Perkiraan Tes Penegasan MPN /100 miL Sisa
Alamat Diperiksa Gol Coli (LB 37 °C) Coliform (BGLB 37 ° C) | Coli Tinja (BGLB 44 °C) Goi Coli pH Chlor
' 10mL| 1mL [0 1mL[{10mL|{ 1mL |0 1mL{10mL| 1mL | 0,1mL ; Coliform | Tinja

1 2. 3 ) 5 5 7 8 9 10 13 12 13 14 15 16
1 |Outlet Air Minum " ALAML | © 01 - 09 - 2009 / 09.00 - - - - - - - - - 0 0 7.4

' Gulai Bancah Bukittinggi 01-09-2009/09.35

L 1 |

Keterangan :

Berdasarkan Permenkes 907 / 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum adalah shb:
- Untuk Sarana Air Minum Total Coliform dan Coli Tinja ( E. Coli) masing-masing adalah 0 koloni / 100 mL air

Air tersebut di atas Memenuhi Syarai (MS) sebagai air mirium

Jembusan Kepada Yth:
1 Vvalikota Bukittinggi di Bukittinggi

2 Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi di Bukittinggi
3 Kepala Puskesmas Gulai Bancah di Bukittinggi

4 Pertinggai

Bukittinggi, 08 Sepiember 2009
18 Ramadhan 1430 H

/\DJ Kepala

UPTD YABORATORIUM

¢TI KARNILA, S.Si

NIP.-197901162003122007




PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KESEHATAN

JL.Prof M. Yamin, SH Telp.0752.22871
Nomor 1440/ %8%E [ DKK - [X/ 2009 Bukittinggi, 9 September 2009
Lampiran : 1 lembar 19 Ramadhan 1430 H
Perihal : Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan Depot Air Minum
Isi Ulang Alvin
di
Bukittinggi

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologis kualitas air oleh UPT
Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi terhadap sampel air depot air
minum isi ulang tanggal 9 September 2009 , maka dengan ini kami sampaikan
kepada Saudara bahwa hasil pemeriksaan tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan
berdasarkan Kepmenkes 907 / Menkes / SK / VII / 2002 tentang syarat-syarat dan
Pengawasan Kualitas Air Minum ( Hasil terlampir)

Berdasarkan hasil tersebut diatas kami peringatkan kepada Saudara untuk :

1. Tidak mengedarkan air minum isi ulang tersebut kepada masyarakat sampai
dengan hasil pemeriksaan laboratorium memenuhi syarat kualitas air minum.

2. Melakukan perbaikan dan pengurasan peralatan pengolahan air.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima

kasih.

/1A"' Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bukittinggi

asman, SH_
NIP.196011011982031010

Tembusan disampaikan kepada :
1. Bapak Walikota Bukittinggi di Bukittinggi
2. Perindagkop

3. KPT
4. Pertingga!



Menimbang

&%200

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIX INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDO?IESIA
NOMOR 492 /MEKKES/PER/IV/2010
TENTANG '
PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

.

a. bahwa agar air minum yang di konsumsi masyarakat
tidak menimbulkan gangguan keschatan perlu ditetapkan
persyaratan keschatan kualitas air minum;

b. bahwa Keputusan Menteri Keschatan Nomor
907]MmkHISKIV1U 2002 tentang Syarat-syarat dan
Pengawasan Air Minum dipandang tidak memadai lagi
dalam rangka pelaksanaan pengawasan cir minum yang
memenuhi persyaratan keschatan;

c. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan
Persyaratan Kualitas Air Minum dengan Peraturan
Menteri Keschatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 lcatang.-Waball

Penyakit Menular (Lembaran Negara Renublik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambrhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); :

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tcntang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran lNegara Republik
Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambchan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang psrubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahur 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);”
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063); ’

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4161); :

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pecmbagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kobupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan
Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan
Perdagangannya;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan
Teknis Depot Air Minum;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/Per/X1/2005 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI /2009;

Peraturan Menteri  Pekerjaan Umum Nomor

18/PRT/M /2007 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

922 /Menkes/SK/VIII/2008 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
bidang Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDORESIA

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
01/PRT/M /2009 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan - Sistem Penyediaan Air Minum Bukan
Jaringan Perpipaan; )

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses
pengolahan yang memenuhi syarat keschatan dan dapat langsung
Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok
masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan
Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyclenggara pemerintahan dacrah.

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit
teknis Kementerian Keschatan di wilayah pelabuhan, bandara
dan pos lintas batas darat.

Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
keschatan.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM
adalah badan yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya
amean bagi keschatan.

(1

(2

3)

Pasal 3

Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika,
mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib
dan parameter tambahan.

Parameter wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh
penyelenggara air minum.

Pemerintah daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan
kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan mengacu pada
parameter tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.




i4) Parameter wajib dan paramecter tambahan sebagaimana flignaksud pada
ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan
pengawasan kualitas air minum secara cksternal dan secara internal.

2) Pengawasan kualitas air minum secara cksternal merupakan pengawasan
yang dilakukan oleh Dinas Kesechatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP
khusus untuk wilayah kerja KKP.

‘3) Pengawasan kualitas gir minum secara internal merupakan pengawasan
yang dilaksanakan olch penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas
air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam
Peraturan ini.

‘4) Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas
air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak
lanjut.

/5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan kualitas air
minum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal S

‘enteri, Kepala BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas
Zesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
nelaksanaan Peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 6

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri dan Kepala BPOM dapat
rnemerintahkan produsen untuk menarik produk air minum dari peredaran atau
raelarang pendistribusian air minum di wilayah tertentu yang tidak memenuhi
r-ersyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 7

Pemcnntahatau pemerintah dacrah sesuai kewenangannya memberikan sanksi
adml.mstn;mf kcpada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan
Jualitas air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 8

Fada saat ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 907 /Menkes/SK/VI1/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan
Kualitas Air Minum sepanjang mengenai persyaratan kualitas air minum dicabut
¢an dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 9
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2010

" 1a dl.‘_ﬁmg Rnhgyu Sedyulngslh, MPH, Dr. PH

———a e
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Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan

: 492 /Menkes /Per/IV/2010
: 19 April 2010

Nomor
Tanggal

PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM

1. PARAMETER WAJIB
No Jenis Parameter Satuan yﬁ%;::ﬁi;“ﬁn
1 | Parameter yang berhubungan
langsung dengan keschatan
a. Parameter Mikrobiologi
1) E.Coli Jumlah per
100 ml sampel 0
2) Total Bakteri Koliform Jumlah per
100 ml sampel 0
b.Kimia an-organik
1) Arsen mg/1 0,01
2) Fluorida mg/1 1.5
3) Total Kromium mg/l 0,05
4) Kadmium mg/1 0,003
5) Nitrit, (Sebagai NOa) mg/1 3
6) Nitrat, (Sebagai NOy) mg/l 50
7) Sianida mg/l 0,07
8) Selenium mg/l 0,01
2 | Parameter yang tidak langsung
berhubungan dengan keschatan
a.Parameter Fisik
1) Bau Tidak berbau
2) Warmna TCU 15
3)Total zat padat terlarut (TDS) mg/l 500
4) Kekeruhan NTU 5
5) Rasa Tidak berasa
6) Suhu b, & suhu udara + 3
b.Parameter Kimiawi
1) Aluminium : mg/l 0,2
2) Besi mg/1 0,3
3) Kesadahan mg/l 500
4) Khlorida mg/1 250
5) Mangan mg/l 0,4
6) pH 6,5-8,5
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Kadar maksimum
No Jenis Parameter it yang diperbolehkan
3 7) Seng mg/1 3
8) Sulfat _mg/l 250
9) Tembaga _mg/l 2
10) Amonia mg/1 1.5
1. PARAMETER TAMBAHAN
No Jenis Parameter Satuan yﬁ:ﬁ;:::{::;:: i
1. | KIMIAWI
a. | Bahan Anorganik
"Air Raksa mg/] 0,001
Antimon mg/l 0,02
Barium mg/l 0,7
Boron _t‘lil 015
Molybdenum mg/1 0,07
Nikel mg/l 0,07
Sodium mg/l 200
Timbal mg/1 0,01
Uranium mg/1 0,015
b. | Bahan Organik
Zat Organik (KMnO4) mg/1 10
Deterjen mg/l 0,05 '
Chlorinated alkancs
Carbon tetrachloride mg/l 0,004
Dichloromethane mg/1 0,02
| 1,2-Dichloroethane mg/l 0,05
Chlorinated ethenes
1,2-Dichlorocthene mg/1 0,05
g Trichloroethene mg/1 0,02
B Tetrachloroethene mg/l 0,04
| Aromatic hydrocarbons
i Benzene mg/l 0,01
s Toluene mg/1 0,7
I Xylenes mg/1 0,5
i Ethylbenzene mg/l 0,3
1 Styrene mg/l 0,02
1 Chlorinated benzencs
1,2-Dichlorobenzene (1,2-DCB) mg/l 1
! 1,4-Dichlorobenzene (1,4-DCB) mg/1 0,3
i Lain-lain
Di(2-ethylhexyl)phthalate mg/l 0,008
Acrylamide mg/l 0,0005
i Epichlorohydrin mg/1 0,0004
Hexachlorobutadiene mg/] 0,0006
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No Jenis Pn.rpn.:etot Satuan yl:::‘:i;::;:::uizn
B Ethylcncdiaminetetraacetic acid (EDTA) mg/1 0,6
Nitrilotriacetic acid (NTA) mg/1 0,2
c. | Pestisida
Alachlor mg/1 0,02
Aldicarb mg/l 0,01
Aldrin dan dicldrin mg/1 0,00003
Atrazine mg/1 0,002
Carbofuran mg]/1 0,007
Chlordane mg/l 0,0002
Chlorotoluron mg/1 0,03
DDT _ mg/1 0,001
1,2- Dibromo-3-chloropropanc {(DBCP) mg/l 0,001
2.4 Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) mg/1 0,03
1,2-Dichloropropane mg/l 0,04
Isoproturon ~mg/l 0,009
Lindane ‘mg/l 0,002
MCPA mg/1 0,002
Methoxychlor mg/1 0,02
Metolachlor mg/1 0,01
Molinate mg/1 0,006
Pendimethalin mg/1 0,02
Pentachlorophenol (PCP) mg/l 0,009
S Permethrin mg/l 0,3
[ Simazine mg/l 0,002
= Trifluralin mg/l 0,02
Chlorophenoxy herbicides sclain 2,4-D dan
5 MCPA
2.4-DB mg/l 0,090
Dichlorprop mg/1 0,10
L Fenoprop mg/l 0,009
| Mecoprop mg/l 0,001
= 2 4,5-Trichlorophenoxyacetic acid mg/l 0,009
d. | Desinfektan dan Hasil Sampingannya
i Desinfektan
= Chlorine mg/l 5
by Hasil sampingan
i Bromate mg/l 0,01
2 Chlorate mg/l 0,7
- Chlorite mg/1 0,7
4 Chlorophenols
E 2,4,6 -Trichlorophenol (2,4,6-TCP) mg/1 0,2
A Bromoform mg/1 0,1
I Dibromochloromethane (DBCM) mg/1 0,1
b Bromodichloromethane (BDCM) meg/1 0,06
Chloroform mg/l 0,3
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Kadar maksimum
No Jenis Wetor Satuan yang diperbolehkan
Chlorinated acetic acids
Dichloroacetic acid mg/1 0,05
Trichloroacetic acid mg/l 0,02
Chloral hydrate
Halogenated acctonitrilies
Dichloroacetonitrile mg/1 0,02
Dibromoacetonitrile mg/l 0,07
Cyanogen chloride (sebagai CN) mg/1 0,07
2. | RADIOQAKTIFITAS
Gross alpha activity Bq/l 0,1
Gross beta activity Bq/l 1

E . ‘dr, En

£ " .
e "

KESEHATAN,

:"_ ‘. ..-i:

dangBdhayn Sedyaningsih, MPH, Dr. PH
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 736/ MENKES/PER/VI/2010

TENTANG
TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
492 /Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas
Air Minum, perlu. mengatur tatalaksana pengawasan
kualitas air minum;

b. bahwa Keputusan - Menteri Kesehatan Nomor
907 /Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan
Pengawasan Air Minum dipandang tidak memadai lagi
dalam rangka pelaksanaan pengawasan kualitas air
minum yang memenuhi persyaratan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a

dan huruf b, perlu ditetapkan Tata Laksana Pengawasan

. Kualitas Air Minum dengan Peraturan Menteri
Kesehatan;

Mengingat : 1: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

“Pahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 _tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
‘Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

.Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Ref;ublik Indonesia Nomor
4161); ‘ |
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara. Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
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Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomoxj 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan
Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan
Perdagangannya,

Keputusan Menteri Kesechatan - Nomor

. 267/Menkes/SK/111/2004 tentang Organisasi dan Tata

15.

16.

17,

18.

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan
Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 891/Menkes/Per/1X/2008 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
267 /Menkes/SK/111/2004 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan

_Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
14.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan
Teknis Depot Air Minum,;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1267 /Menkes/SK/XI1/2004 tentang Standar Pelayanan
Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/Per/X1/2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
439/Menkes/Per/X1/2009 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Kesehatan;

Peraturan Menteri Pekerjaan U;num Nomor
18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Keschatan Pelabuhan;
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7.

" ’;:\

"8. Y Mobil tangki air adalah mobil tangki untuk mengangkut air minum dari

10

: 41 1

12.

13.

14,
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Air mginum dengan sistem jaringan perpipaan adalah air minum yang
didistribusikan melalui jaringan perpipaan kepada
masyarakat/pelanggan.

Air minum bukan jaringan perpipaan adalah air minum berasal dari
sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan,
terminal air, mobil tangki air, atau bangunan-perlindungan mata air.

Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses
pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada
konsumen. /

penyelenggara air minum dengan jaringan perpipaan maupun bukan
Jjaringan perpipaan ke terminal air dan/atau depot air minum isi ulang
yang' memenuhi syarat tara pangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Air minum dalam kemasan adalah air baku yang telah diproses, dikemas
dan aman untuk diminum.

.Pengujian lapangan adalah pengujian kualitas air minum yang

dilakukan di lokasi pengambilan sampel.

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah
unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan wilayah
kerja meliputi pelabuhan, bandara, dan pos-lintas batas darat.

Balai Teknik Keschatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit
Menular yang selanjutnya disingkat BTKLPPM adalah unit pelaksana
teknis di lingkungan Kementerian Keschatan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan. 7

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, )

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal tugas dan tanggung

jawabnya di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kesehatan.
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tata laksana pengawasan kualitas air minum

. meliputi:

a. pengawasan eksternal; dan

b. pengawasan internal.

Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan KKP.

Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan oleh penyelenggara air minum.

Pasal 3

- Penyelenggara air minum yang menyelenggarakan penyediaan air minum
untuk tujuan komersial wajib melakukan pengawasan internal.

Pasal 4

Pengawasan untuk kualitas air minum dalam kemasan dilaksanakan oleh
Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
TATA LAKSANA PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan
eksternal dan pengawasan internal,

Pasal 6

—""Pengawasan eksternal dan pengawasan internal dilakukan dengan 2 (dua)
cara meliputi:

a.

b.

Pengawasan berkala; dan
Pengawasan atas indikasi pencemaran,
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Pasal 7

(1) Pengawasan eksternal berkala untuk air minum dengan sistem jaringan
perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.

(2) Pengawasan eksternal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit
pengisian galon/wadah air minum.

(3) Pengawasan eksternal berkala untuk air minum bukan jaringan
perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum.

Pasal 8

(1) Pengawasan internal berkala untuk air minum dengan sistem jaringan
perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan unit distribusi.

\/(2) Pengawasan internal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit
produksi dan unit pengisian galon/wadah air minum.

(3) Pengawasan internal berkala untuk air minum bukan jaringan
perpipaan dilakukan di sarana air minum.

" Pasal 9

Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran
dilakukan pada seluruh unit penyelenggaraan penyediaan air minum.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 10

(1) Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi:

a. Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian
kualitas fisik air minum dan faktor risikonya;

b. Pcngambilan") sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil
inspeksi sanitasi;

c. Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang
terakreditasi;

d. Analisis hasil pengujian laboratorium;

e. Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan

f. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.

: (2) Penyelenggara air minum dalam }nclaksanakan pengawasan internal

wajib melaksanakan analisis risiko kesehatan.
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Pasal 11

Pelaksanaan inspeksi sanitasi dilakukan melalui:

a. Penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi;

b. Pengamatan dan penilaian terhadap sarana air minum dengan
menggunakan formulir inspeksi sanitasi sarana air minum; dan

C. Menetapkan tingkat risiko peéncemaran berdasarkan hasil penilaian,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inspeksi sanitasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 12

Pengambilan sampel air minum harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. Penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan
hasil inspeksi sanitasi;

b. Titik-titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air darj sistem
penyediaan air minum. :

¢. Sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan

bebas dari kontaminasi.
d. "Pengiriman sampel dilakukan dengan segera.
€. Sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label.

Dalam hal pengiriman sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, membutuhkan waktu yang lama, sampel harus diawetkan
terlebih dahulu guna mencegah terjadinya perubahan komposisi sampel.
Penetapan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada
pengawasan eksternal dan internal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini. '

Pasal 13

Pelaksanaan pengujian sampel air minum dilakukan di laboratorium
yang terakreditasi atau dilakukan pengujian  lapangan dengan
menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi.

Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada Standar Nasional
Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional,
atau  metode lainnya  berdasarkan referensi yang  dapat
dipertanggungjawabkan keakuratan hasil pengujiannya.

Dalam hal suatu Kabupaten/Kota tidak memiliki laboratorium
terakreditasi, pemerintah daerah menetapkan laboratorium sebagai
laboratorium penguji kualitas air.,
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Tatacara penetapan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 14

Analisis hasil pengujian laboratorium dilakukan melalui:

a.

(2)

s

“(2)

Membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter
kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan;

Identifikasi dLigaan sumber kontaminasi; dan

Identifikasi langkah-langkah perbaikan.

Pasal 15

Kepala Dinas Keschatan Kabupaten/Kota dan/atau Kepala KKP
mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian
laboratorium.

Apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyarate;n kualitas air
minum, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan saran tindak lanjut perbaikan.

Pasal 16

Penyelenggara air minum harus segera melakukan tindak lanjut
perbaikan kualitas air minum, apabila dalam pengawasan internal
hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum.

Penyelenggara air minum harus melaksanakan tindak lanjut dari
rekomendasi atas pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15.

Pasal 17

Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau KKP.

(1)

(2)

Pasal 18

Pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum, dan
pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh tenaga terlatih.

Tenaga terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas
laboratorium, sanitarian, dan tenaga lain yang memiliki keterampilan
untuk melakukan inspeksi sanitasi atau pengambilan sampel air minum
yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.
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Pasal 19

-

(1) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan/atau Kepala KKP harus melakukan pengawasan
kualitas air minum.

(2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
kondisi pada suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah
yang besar seperti kegiatan olahraga dan kegiatan kejuaraan nasional.

(3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kondisi di luar keadaan normal secara alami seperti bencana alam dan
keadaan luar biasa.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan pada kondisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini. '

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan surveilans epidemiologi, analisis dampak
kesehatan lingkungan, penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan
penanggulangan keadaan luar biasa/wabah dan bencana, kesehatan
lingkungan dan kesehatan matra, BTKLPPM dapat melakukan pengawasan
kualitas air minum sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

Pasal 21

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pengawasan
kualitas air minum.

Pasal 22

Dalam rangka pengawasan kualitas air minum, Pemerintah

bertanggungjawab: A "

a. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengawasan kualitas air
minum.

b. Melakukan pembinaan, pengendalian serta pemantauan terhadap
pelaksanaan pengawasan.

c. Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah
antisipasi atau pengamanan terhadap air minum. '

d. Memberikan bantuan teknis jika diperlukan.
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Pasal 23
Dalam rangka pengawasan kualitas air minum, Pemerintah Provinsi
bertanggungjawab:
a. Menetapkan kebijakan dan strategi. daerah pengawasan kualitas air

minum.

b. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air
minum kepada kabupaten/kota.
c. Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah
antisipasi/ pengamanan terhadap air minum di wilayahnya.
d. Memberikan bantuan teknis jika diperlukan.
Pasal 24
Dalam  rangka pengawasan  kualitas air minum, Pemerintah

Kabupaten /Kota bertanggungjawab:

a.
b.

(1)

(2)

{3
Y (3)

Menetapkan laboratorium penguji kualitas air minum.

Menetapkan parameter tambahan persyaratan kualitas air minum
dengan mengacu pada daftar parameter tambahan.

Menyelenggarakan pengawasan kualitas air minum di wilayahnya.
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengawasan kualitas air minum di wilayahnya.

Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah
antisipasi/pengamanan terhadap air minum di wilayahnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pemerintah dan Pemerintah daerah harus mengalokasikan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah untuk pembiayaan pelaksanaan pengawasan eksternal kualitas
air minum.

Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pembiayaan pelaksanaan pengawasan eksternal kualitas air minum
dapat berasal dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sumber dana pembiayaan pengawasan internal berasal dari
penyelenggara air minum.

11
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BAB VI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

(1) Hasil pengawasan internal kualitas air minum dicatat dan dilaporkan
kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap bulan.

(2) Kepala Dinas-Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan
eksternal kualitas air minum kepada Bupati/Walikota setiap 6 (enam)
bulan dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(3) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pengawasan eksternal kepada
Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(4) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala KKP wajib
melaporkan pengawasan eksternal kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal dengan tembusan .kepada Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

(5) Ketentuan mengenai pencatatan dan pelaporan dilaksanakan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VII
PUBLIKASI

Pasal 27

'\/-{1) Pemerintah daerah harus mempublikasikan hasil pengawasan kualitas
air minum di wilayahnya minimal 1 (satu) kali setahun.

|/ (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media
cetak dan/atau elektronik.

BAB_ VIII
KETENTUAN ADMINISTRATIF

Pasal 28

\/ (1) Apabila penyelenggara air minum tidak melaksanakan tindak lanjut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka Pemerintah Daerah
/' Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif.
'aj(Z) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
12
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¥ a. Peringatan lisan,
v b. Peringatan tertulis; dan
c. Pelarangan distribusi air minum di wilayahnya.

¢

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan
Kualitas Air Minum, sepanjang yang mengatur mengenai pengawasan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

_ Ditetapkan di Jakarta
" pada tanggal 18 Juni 2010

. MENTERI KESEHATAN,

ENDA'NG_,RAHAYU SEDYANINGSIH
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Lampiran

Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor :736/Menkes/Per/VI/2010
Tanggal : 18 Juni 2010

INSPEKSI SANITASI

Inspeksi sanitasi dilakukan untuk air minum dengan sistem Jaringan
perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan.
Apabila terjadi indikasi pencemaran, maka inspeksi sanitasi dapat
dilakukan di semua unit mulaj dari unit air baku, unit produksi, unit
distribusi dan unit pelayanan.

Frekuensi inspeksi sanitasi dilakukan pada musim kemarau dan
musim hujan. Lokasi titik dan frekuensj inspeksi sanitasi, serta cara
penilaian ditentukan sebagai berikut:

a. Lokasi titik dan frekuensi minimal inspeksi sanitasi untuk air
minum dengan sistem jaringan perpipaan

T 2,
b

tuk 2

s e e e
gkapan (catchment area) un
air baku berasal dari mata air

Tempat penyadapan mata air 2
(broncaptering) »
Daerah aliran sungai (DAS), untuk air baku 2

yang berasal dari air permukaan
Pipa distribusi

Tandon air (reservoir)

b. Lokasi titik dan frekuensi minimal inspeksi sanitasi untuk depot
air minum.

Alat pengangkut air baku (mobil tangki)

4
, 4

Tandon (untuk menyimpan air baku) 4.
4

Pencucian galon (tempat dan cara
pencucian wadah/galon yang akan diisi air
minum)

14
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(tema c;xrait. peﬁgis = e
air minum ke dalam wadah /galon)

Lokasi titik dan frekuensi minimal inspeksi sanitasi untuk air
minum bukan jaringan perpipaan

Suurr gali/ um dangka a
Sumur bor/sumur pompa tangan
Bak penampungan air hujan
Terminal air

Mobil tangki air

Bangunan perlindungan mata air

Cara penilaian
Penilaian diberikan terhadap semua pertanyaan pengamatan pada

sebuah obyek yang diamati dengan menjawab pertanyaan dengan:
YA atau TIDAK.

Hasil inspeksi sanitasi dilakukan dengan menghitung rata-rata
prosentase jawaban YA dari semua obyek yang diamati. Rata-rata
prosentase tersebut kemudian dikonversi ke dalam tingkat risiko
pencemaran dengan kategori sangat tinggi (AT), tinggi (T), sedang
(S) dan rendah (R).

Adapun konversi rata-rata prosentase ke tingkat risiko
pencemaran, adalah sebagai berikut:

=~ = « O W

<25 ‘Risiko pencemaran sar;gat tinggi (AT)
25-50 Risiko pencemaran tinggi (T)
51'-75 Risiko pencemaran sedang (S)

> 75 Risiko pencemaran rendah (R)

Hasil inspeksi sanitasi dengan kategori AT dan T, pengambilan
sampel air minum tidak akan dilakukan sebelum dilakukan
tindakan perbaikan atas sarana tersebut. Sedangkan hasil inspeksi
sanitasi dengan kategori S dan R, dilakukan pengambilan dan
pengujian sampel air minum.

15
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Dalam melakukan inspeksi ‘sanitasi menggunakan formulir
sebagaimana tercantum pada contoh Formulir I.

II. PENETAPAN A JUMLAH DAN FREKUENSI PENGAMBILAN SAMPEL
AIR MINUM

A. Pemetapan Jumlah dan Frekuensi Pengambilan Sampel Air Minum
Pada Pengawasan Eksternal.

Pengambilan sampel air minum dilaksanakan berdasarkan hasil
inspeksi sanitasi sebagaimana terurai di atas, yaitu terhadap air
minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, dan air
minum bukan jaringan perpipaan dengan risiko pencemaran sedang (S)
dan rendah (R).

a. Air minum dengan sistem jaringan perpipaan.

Pengambilan sampel air minum dilaksanakan berdasarkan hasil
laporan pengawasan internal penyelenggara air minum. Jumlah
sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum harus
dilaksanakan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani pada
jaringan distribusi sesuai dengan ketentuan minimal sebagai
berikut:

ARG e iR
< 5000 -
- i . 100.000
Fisik Satu 1 1 per S000 |1 per 10.000
bulan penduduk | penduduk
sekali ditambah 5
sampel
tambahan
Mikrobiologi Satu 1 1 per 5000 | i per 10.000
bulan penduduk | penduduk
sekali ditambah 5
sampel
tambahan
Sisa chlor* Satu 1 1 per S000 |1 per 10.000
’ bulan penduduk | penduduk
sekali ditambah 5
sampel »
tambahan
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<5000 | <5000 > 100.000
100.000
Kimia wajib Enam 1 1 per S000 |1 per 10.000
bulan penduduk [ penduduk
sekali
Kimia Enam 1 1 per S000 | 1 per 10.000
tambahan** bulan penduduk | penduduk
sekali

Keterangan:

* Sisa chlor diuji pada outlet reservoir dengan nilai- maksimal 1
mg/1 dan titik terjauh unit distribusi minimal 0,2 mg/1

Parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan
Daerah.

*k

b. Depot air minum

Jumlah - sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum
dilakukan terhadap air yang siap dimasukkan ke dalam
galon/wadah air minum sesuai kebutuhan dengan ketentuan
minimal sebagai berikut:

4

Satu bulan
sekali
Fisika Satu bulan 1
sekali
Kimia Wajib Enam bulan 1
' sekali
Kimia tambahan* Enam bulan 1
sekali
Keterangan:
* Parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan
Daerah. '

¢. Air minum bukan jaringan perpipaan

Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum
dilakukan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal Sebagai
berikut:
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sekali

Fisika

Satu bulan
sekali

Kimia Wajib

Enam bulan
sekali

Kimia tambahan*

Enam bulan
sekali

Keterangan:

* Parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

. Penetapan Jumlah dan Frekuensi Pengambilan Sampel Air Minum
Pada Pengawasan Internal

1. Air minum dengan sistem jaringan perpipaan

Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum minimal
yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani pada

jaringan distribusi:

;r‘.;i_‘:'.;ﬁ.'.l' -:i" (50,
< 5000 < 5000 - > 100.000
100.000
Fisik Satu 1 1 per 5000 | 1 per 10.000
bulan penduduk | penduduk
sekali ditambah 10
sampel
, ° tambahan
Mikrobiologi Satu 1 1 per S000 | 1 per 10.000
bulan penduduk | penduduk
sekali ditambah 10
sampel
: tambahan
Sisa chlor* Satu 1 1 per 5000 | 1 per 10.000
bulan penduduk | penduduk
sekali ditambah 10
sampel
tambahan
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k] il S é:}‘é’
: 7

=iy o 3 0,

33'}:-“ 7 . e ;‘-'-I-i?':'f;:"" s e :‘ = ; . "1:“;;?.

ey e U g <5000 [ <5000 - > 100.000

R S S 100.000

b e £ nrt 5] &4 - !

Kimia wajib Tiga 1 1 per S000 | 1 per 10.000
bulan penduduk | penduduk
sekali

Kimia Tiga 1 1 per 5000 | 1 per 10.000

tambahan** bulan penduduk | penduduk
sekali

Keterangan:

* Sisa chlor diuji pada outlet reservoir dengan nilai maksimal 1 mg/1
dan titik terjauh unit distribusi minimal 0,2 mg/1

** Parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan
Daerah.

Depot Air Minum

Untuk menjamin kualitas air mjnum yang diproduksi memenuhi
persyaratan, depot air minum wajib melaksanakan pengawasan
internal terhadap kualitas air yang siap dimasukkan ke dalam
galon/wadah air minum.

Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum
dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai
berikut: .

1) Air baku

Mikrobiologi atu bulan
sekali

Fisika Satu bulan 1
sekali

Kimia Wajib Enam bulan 1
sekali

Kimia tambahan* Enam bulan 1
sekali

Keterangan:

* Parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan

Daerah.
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© . 2) Air yang siap dimasukkan ke dalam galon/wadah air minum *~
Y

PR VAR IR A 1L A 5 3 i AN -,~":"i—$:"!‘-§|"‘-'\-';u iy
Mikrobiologi Satu bulan 1
sekali
Fisika Satu bulan 1
sekali
Kimia Wajib Enam bulan 1
sekali
Kimia tambahan* Enam bulan 1
sekali '
Keterangan: |
+ Parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan
Daerah.

3. Air minum bukan jaringan perpipaan

Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum dilakukan
sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

Satu bulan

sekali

Fisika Satu bulan 1
sekali

Kimia Wajib Enam bulan k
sekali

Kimia tambahan* Enam bulan 1
sekali

Keterangan:

+ Parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
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1II. PENETAPAN LABORATORIUM .t
Prosedur penectapan jaboratorium untuk pengujian kualitas air minum
sebagai berikut:

a. Laboratorium Pemerintah

1) Memiliki Surat Keputusan Organisasi Instansi Pemerintah yang

bersangkutan sebagai unit kerja yang resmi.

2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan usulan
penetapan Laboratorium Pemeriksa kualitas Air Minum dengan
dilampiri keterangan -

- Apabila terdapat beberapa laboratorium yang memenuhi kriteria
lampirkan skoring masing-masing Jaboratorium dan dasar
pertimbangan mengusulkan salah satu laboratorium.

. Apabila hanya ada satu laboratorium yang memenuhi kriteria,
sertakdn dasar pertimbangan mengusulkan laboratorium yang
bersangkutan. .

3) Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menerbitkan Surat Penetapan
Laboratorium Pemeriksa Kualitas Air Minum maksimal 2 (dua)
tahun dan dapat diperpanjang sepanjang masih memenuhi kriteria
dan persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

b. Laboratorium Swasta

1) Berbentuk Badan Hukum

2) Memiliki Akta Pendirian laboratorium.

3) Memiliki kontrak kerja antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Laboratorium yang bersangkutan.

Iv. PENGAWASAN PADA KONDISI KHUSUS DAN KONDISI DARURAT

1. Kondisi khusus
Contoh : Pekan Olahraga Nasional, Haji, Jambore Nasional, MTQ, dan
lain-lain.

Tata cara pengawasan sebagai berikut:
a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan
dinas/instansi terkait (Bappeda, Pekerjaan Umum/ Kimpraswil,
Laboratorium Pengujian Air Minum), Penyelenggara SPAM, Asosiasi
Penyelenggara Air Minum untuk menyusun rencana penanganan
pengawasan kualitas air pada kondisi khusus.
]
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b. Dinas kesehatan Kabupatén/Kota dan/atau KKP menyusun

rencana inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum dan

pengujian kualitas air minum.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau KKP

mengkoordinasikan tindakan pengawasan kualitas air minum

(instansi terkait, Penyelenggara Air Minum, Asosiasi penyelenggara

Air Minum, Organisasi Profesi terkait, LSM terkait) pada kondisi

khusus yang meliputi:

- Pendataan lapangan tentang keadaan kualitas air minum;

- Kompilasi data lapangan dan analisa hasil pengujian;

- Penyusunan rencana penanganan kualitas air pada kondisi
khusus, oleh para pemangku kepentingan (Instansi terkait,
Penyelenggara Air Minum, Asosiasi Penyelenggara Air Minum,
Organisasi Profesi terkait, LSM/Kelompok Masyarakat);

- Pelaksanaan penanganan kondisi khusus oleh para pemangku
kepentingan; :

- Melakukan pemantauan penanganan kondisi khusus.

. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun laporan keadaan

kualitas air minum, penanganan yang telah dilakukan,
kendala/hambatan yang dijumpai dan hasil yang telah dicapai.

2. Kondisi Darurat

Contoh : bencana alam, keadaan luar biasa penyakit yang ditularkan
melalui air, dan lain-lain.

Tata cara pengawasan sebagai berikut:

a.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kqta melakukan koordinasi dengan
Dinas/Instansi tekait (Bappeda, PU, Laboratorium Pengujian Air
Minum), Penyelenggara Air Minum, Asosiasi Penyelenggara Air
Minum, Organisasi profesi untuk penyusunan rencana tindak
mitigasi untuk mencegah terjadinya kondisi darurat atau
meminimalkan dampak apabila terjadi kondisi darurat.
Apabila terjadi kondisi darurat, maka Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Air
Minum, Asosiasi Penyelenggara Air Minum, Organisasi profesi
terkait dan LSM/Kelompok Masyarakat peduli kualitas air untuk
melakukan: _
- Pendataan lapangan tentang keadaan kualitas air minum
dan‘penyebabnya;
- Kompilasi data lapangan;
- Melakukan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum
dan pengujian kualitas air minum, analisa hasil pengujian;
- Menyusun recana tanggap darurat dan rehabilitasi ;
- Pelaksanaan penanganan tanggap darurat dan rehabilitasi;
- Melakukan pemantauan penanganan tanggap darurat dan
rehabilitasi.
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c. Apabila diperlukan, mengajukan usulan kepada Bupati/Walikota
untuk permintaan bantuan ke Provinsi/ Pemerintah Pusat.

d. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun laporan keadaan
kualitas air minum, penanganan yang telah dilakukan,
kendala/hambatan yang dijumpai dan hasil yang telah dicapai.

V., PENCATATAN DAN PELAPORAN
S
Pencatatan dan pelaporan untuk berbagai kegiatan terkait dengan
‘ pengawasan kualitas air minum baik secara eksternal maupun internal
diperlukan dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan perencanaan oleh
pihak penyelenggara air minum maupun Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan /atau KKP.
S

A. Pencatatan

1. Pencatatan oleh Penyelenggara air minum
" Setiap penyelenggara air minum melakukan pencatatan atas setiap
kegiatan pengawasan internal yaitu:
a. Rencana pengambilan dan pengujian sampel air minum;
b. Detail setiap data sampel;
c. Inspeksi sanitasi; dan
d. Pengujian sampel air minum.

2. Pencatatan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan/atau KKP
Dinas Kesehatan Kab/Kota dan/atau KKP melakukan pencatatan
atas setiap hasil kegiatan pengawasan eksternal yaitu:
a. Inspeksi sanitasi; dan :
b. Pengujian sampel air minum.

.-'B. Pelaporan
. 1/ Pelaporan oleh Penyelenggara air minum

Penyelenggara air minum harus menyusun dan mengirimkan
laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan
kepada Bupati/Walikota setempat. ;

Beberapa jenis laporan yang harus dilaporkan adalah sebagai

berikut :

a. Hasil pengujian sampel air minum di titik terjauh unit distribusi,
dilaporkan setiap bulan.

b. Temuan hasil pengawasan internal kepada Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal-hal yang tidak
dapat diperbaiki/diatasi sendiri oleh Penyelenggara air minum.

c. Penjelasan yringkas mengenai area bermasalah dan tindakan
perbaikan yang dilakukan
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. Pelaporan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau KKP

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau KKP menyusun dan
mengirimkan laporan pengawasan kualitas air minum berdasarkan
laporan dari penyelenggara air minum dan hasil pengawasan
eksternal kepada Bupati/Walikota setempat dengan tembusan
kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Menteri Kesehatan melalui
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan.

Laporan kegiatan pengawasan -eksternal dan internal mencakup
penjelasan ringkas mengenai area bermasalah dan tindakan
perbaikan yang dilakukan. s

Frekuensi pelaporan adalah:

a. Pengawasan berkala dilaporkan 6 (enam) bulan sekali

b. Khusus parameter mikrobiologi, dilaporkan 1 (satu) bulan
sekali.

c. Apabila dari hasil pengawasan diperoleh parameter yang tidak
memenuhi syarat, maka dilakukan pemeriksaan kembali setiap
bulan.

Dalam pelaporan pengawasan eksternal dan internal menggunakan
formulir rekapitulasi hasil pengujian kualitas air minum sebagaimana
tercantum dalam contoh Formulir II.

MENTERI KESEHATAN,
' L ;: it

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
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